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Kebebasan berekspresi menjadi salah satu permasalahan dalam refleksi 23 tahun 
Reformasi di Indonesia. Beberapa kasus yang mengkriminalisasi dan menyasar 
aktivis demokrasi beserta dengan data pribadi, gawai, dan media sosial yang mereka 
miliki semakin meningkat. Kriminalisasi individu yang kritis terhadap pemerintah 
termasuk yang terjadi di ruang digital sudah menjadi berita biasa. Dalam hal ini, 
landasan hukum yang ada, antara lain UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperlihatkan komitmen pemerintah 
untuk melindungi hak asasi manusia. 

Namun, dalam praktiknya peraturan tersebut juga rawan digunakan sebagai alat untuk 
menakut-nakuti, kalau bukan untuk mengkriminalisasi, mereka yang kritis terhadap 
pemerintah, khususnya melalui perangkat elektronik. Menajamnya perpecahan politik 
di masyarakat akibat Pemilu pada 2014, 2017, dan 2019 juga menambah hambatan 
dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi, termasuk di ruang digital antara 
mereka yang pro dan kontra terhadap pemerintahan saat ini. Lebih lanjut, kondisi 
kebebasan berekspresi yang memprihatinkan terlihat dari beberapa hasil temuan. 

Survei Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Puslitbang Kompas menunjukkan bahwa 
36% responden merasa tidak bebas menggunakan haknya untuk mengekspresikan 
diri di ruang digital. Catatan ini juga menjelaskan status Indonesia sebagai Partly Free 
berdasarkan Global Freedom Status pada Laporan Freedom House dari 2019 hingga 
2021. 23 tahun Reformasi dan cerminan demokrasi serta pemerintahan di Indonesia 
harus menjadi momentum untuk mempromosikan dan melindungi kebebasan 
berekspresi di Indonesia, termasuk soal kritik terhadap pemerintah di ruang digital.

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), membuat makalah 
kebijakan ini untuk memahami konten dan konteks kebijakan (khususnya UU ITE) terkait 
dengan kebebasan berekspresi, terutama kritik warga negara terhadap pemerintah di 
ruang digital. Makalah ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang 
dapat ditindaklanjuti dan relevan dengan perspektif hak asasi manusia dan kebebasan 
serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mempromosikan 
kebebasan berekspresi dan perlindungan digital di Indonesia, khususnya untuk 
partisipasi warga dalam proses kebijakan, termasuk dalam menyuarakan kritik dan 
masukan kepada pemerintah di ruang digital.
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KATA PENGANTAR

Kebebasan berekspresi menjadi salah satu permasalahan dalam refleksi 23 
tahun Reformasi di Indonesia. Beberapa kasus yang mengkriminalisasi dan 
menyasar aktivis demokrasi beserta dengan data pribadi, gawai, dan media 
sosial yang mereka miliki semakin meningkat. Kriminalisasi individu yang kritis 
terhadap pemerintah termasuk yang terjadi di ruang digital sudah menjadi 
berita biasa. Dalam hal ini, landasan hukum yang ada, antara lain UUD 1945, 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperlihatkan komitmen 
pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya 
peraturan tersebut juga rawan digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, 
kalau bukan untuk mengkriminalisasi, mereka yang kritis terhadap pemerintah, 
khususnya melalui perangkat elektronik.

The Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) memantau sejak 
UU ITE disahkan pada 2008, tercatat sebanyak 324 kasus setidaknya yang 
terjadi hingga bulan Oktober 2020. Selain itu, di antara korban UU ITE, Lembaga 
Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) juga mencatat bahwa setidaknya terdapat 
sepuluh jurnalis pada tahun 2020 yang telah divonis bersalah menggunakan 
UU ITE, mengenyampingkan fakta bahwa pers dilindungi Undang-Undang 
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meski revisi undang-undang tersebut 
telah dilakukan pada tahun 2016, namun tidak menghentikan implementasi 
bermasalah yang telah berhasil meningkatkan kasus-kasus pelanggaran HAM, 
khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi di Indonesia dari waktu ke 
waktu. SAFEnet mencatat, sejak 2017, terdapat 15.056 kasus yang dilaporkan 
ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Polri). Ketertiban umum, penghinaan, dan pencemaran nama 
baik menjadi alasan untuk mengkriminalisasi mereka yang kritis terhadap 
pemerintah di platform digital.

Menajamnya perpecahan politik di masyarakat akibat Pemilu pada 
2014, 2017, dan 2019 juga menambah hambatan dan ancaman 

terhadap kebebasan berekspresi, termasuk di ruang digital antara 
mereka yang pro dan kontra terhadap pemerintahan saat ini. 
Lebih lanjut, kondisi kebebasan berekspresi yang memprihatinkan 
terlihat dari beberapa hasil temuan. Survei Komisi Nasional Hak 
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Asasi Manusia dan Puslitbang Kompas menunjukkan bahwa 36% responden 
merasa tidak bebas menggunakan haknya untuk mengekspresikan diri di 
ruang digital. Catatan ini juga menjelaskan status Indonesia sebagai Partly 
Free berdasarkan Global Freedom Status pada Laporan Freedom House dari 
tahun 2019 hingga 2021. 23 tahun Reformasi dan cerminan demokrasi serta 
pemerintahan di Indonesia harus menjadi momentum untuk mempromosikan 
dan melindungi kebebasan berekspresi di Indonesia, termasuk soal kritik 
terhadap pemerintah di ruang digital.

Oleh karena itu, sebagai lembaga riset kebijakan publik, The Indonesian 
Institute, Center for Public Policy Research (TII), membuat makalah kebijakan 
dengan pendekatan kualitatif (Januari hingga pertengahan bulan Mei 2021) 
yang fokus membahas topik ini, khususnya terkait dengan UU ITE. Kajian 
ini mencoba untuk memahami isi dan konteks kebijakan terkait kebebasan 
berekspresi, khususnya kritik warga terhadap pemerintah di ruang digital. 
Analisis kami juga melihat konsep-konsep seperti ruang digital, demokrasi 
dan pemerintahan; pendekatan politik hukum, serta implementasi kebijakan. 
Bersama ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Atlas Network 
atas dukungannya kepada TII untuk melakukan penelitian ini dan para 
peserta penelitian atas wawasannya dalam memperkaya temuan dan analisis 
penelitian ini.

Kami berharap makalah ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang 
dapat ditindaklanjuti dan relevan dengan perspektif hak asasi manusia dan 
kebebasan serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka 
mempromosikan kebebasan berekspresi dan perlindungan digital di Indonesia, 
khususnya untuk partisipasi warga dalam proses kebijakan, termasuk dalam 
menyuarakan kritik dan masukan kepada pemerintah di ruang digital.

Jakarta, 21 Mei 2021

Adinda Tenriangke Muchtar, Ph.D.  
Direktur Eksekutif  
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)
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Makalah KEBIJAKAN
Mempromosikan dan Melindungi 

Kebebasan Berekspresi Warga 
Negara terhadap Pemerintah  

dalam Ruang Digital di Indonesia

A. Latar Belakang
Demokrasi membutuhkan pemerintahan yang terbuka, setara, dan adil. 
Oleh karena itu, pilar-pilar yang menjalankan tata kelola pemerintahan yaitu 
pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi harus saling 
terhubung dalam menyikapi isu dan kebutuhan masyarakat (Kemitraan, 2013 
dalam Sunaryanto, 2014). Kondisi tersebut juga menuntut agar setiap peran 
yang dimainkan oleh para aktor demokrasi dilindungi dengan baik melalui 
seperangkat regulasi. Namun, situasi di Indonesia saat ini menunjukkan sebuah 
keadaan yang kontras.

Laporan Freedom House (2019; 2020; 2021) menunjukkan bahwa terdapat 
stagnasi bagi Indonesia yang dikategorikan sebagai negara Partly Free terkait 
Status Kebebasan Global (Global Freedom Status). Selama tiga tahun berturut-
turut, skor rata-rata untuk hak politik dan kebebasan sipil di Indonesia masing-
masing adalah 30 dari 40 dan 31 dari 61. Skor keseluruhan status kebebasan 
di Indonesia juga menunjukkan kontraksi yang bertahap. Dari total 62 dari 100 
pada 2019, total skor bagi Indonesia menjadi 61 pada 2020, dan 59 pada 2021.

Di antara beberapa kasus yang mungkin menjadi penyebab turunnya 
status kebebasan di Indonesia, preseden kriminalisasi melalui 

beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi salah 
satu kendala terbesar dalam memberikan perlindungan terhadap 
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kritik yang disampaikan warga melalui perangkat elektronik. Ratusan kasus 
terkait UU ITE dicatat oleh pelbagai organisasi masyarakat sipil. Southeast 
Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) memantau sejak UU ITE 
ditetapkan tahun 2008, terdapat 324 kasus yang termanifestasi setidaknya 
hingga bulan Oktober 2020. Di sisi lain, di antara korban UU ITE, Lembaga 
Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) juga mencatat bahwa setidaknya ada 
sepuluh jurnalis pada tahun 2020 yang divonis bersalah oleh UU ITE (bbc.
com, 17/02/2021). Dari contoh terakhir terlihat bahwa UU ITE merupakan 
regulasi yang bermasalah, karena setiap pekerjaan yang dilakukan jurnalis 
Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang 
Pers, sehingga hal tersebut tidak bisa dikenai sanksi pemidanaan secara 
langsung.

Revisi UU ITE telah dilakukan pada tahun 2016. Dalam batas tertentu, 
revisi tersebut secara implisit menggambarkan bahwa para pemangku 
kepentingan sudah mengetahui permasalahan pada tahap implementasi 
regulasi ini. Namun, catatan dari SAFEnet menyatakan bahwa revisi tersebut 
belum menyelesaikan masalah. Sejak tahun 2017, terdapat 15.056 kasus 
yang dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Polri). Dari total jumlah kasus tersebut, 32 persen 
(5.064 kasus) diantaranya terkait dengan tindak pidana penghinaan dan 
pencemaran nama baik (Juniarto, 2021). Meskipun Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia (UUD 1945) telah memberikan perlindungan 
bagi warga negara untuk mengutarakan pikirannya (dalam Pasal 28 dan 
Pasal 28E ayat (3)), proses penegakan hukum terkait pasal-pasal dalam 
UU ITE masih menangkap warga yang menyuarakan kritik, terutama yang 
ditujukan kepada pemerintah.

Contoh-contoh tersebut menyoroti tantangan kebebasan berekspresi 
warga negara terhadap pemerintahan di Indonesia. Selain ketentuan 
dalam UUD yang melindungi kebebasan berekspresi di Indonesia, dalam 
praktiknya, terdapat kebijakan dan regulasi lain, termasuk UU ITE, yang 
mengancam keselamatan warga negara, khususnya dalam menyampaikan 
kritik dan kepeduliannya terhadap pemerintah di Indonesia. Oleh karena 

itu, dalam rangka mempromosikan kebebasan berekspresi, khususnya di 
platform digital dan terkait dengan kritik publik terhadap pemerintah, 
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The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) membuat 
makalah kebijakan yang fokus membahas pengimplementasian UU ITE. 
Makalah kebijakan ini dibuat berdasarkan riset kualitatif TII melalui studi 
pustaka dan wawancara mendalam dengan informan terkait dari bulan 
Januari hingga pertengahan bulan Mei 2021.

Dari perspektif relasional, pertama-tama studi ini akan menarik regulasi 
yang terkait dengan kebebasan berekspresi dan perlindungan digital bagi 
pengguna internet di Indonesia. Makalah ini akan menguraikan tentang 
implementasi UU ITE dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi 
di Indonesia selama bertahun-tahun setelah bagian pemetaan kebijakan 
yang menjadi fokus penelitian kami. Untuk itu, kami menggunakan 
kerangka konseptual yang terkait dengan kebebasan berekspresi; ruang 
digital; demokrasi dan tata kelola pemerintahan digital; serta implementasi 
kebijakan dan politik hukum. Analisis temuan dalam makalah ini juga akan 
dikontekstualisasikan terkait dengan pelbagai regulasi dan kasus terkait UU 
ITE dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Dan pada bagian akhir tulisan 
ini akan memberikan rekomendasi untuk memastikan adanya kebebasan 
berekspresi dan perlindungan digital bagi pengguna internet Indonesia.

B. Tujuan
B.1.  Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mempromosikan kebebasan berekspresi dan 
perlindungannya di Indonesia, khususnya kebebasan untuk menyuarakan 
kritik dan masukan kepada pemerintah melalui platform digital.

B.2. Tujuan Khusus

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada 
parlemen dan pemerintah untuk merevisi kebijakan yang menekan 
kebebasan berekspresi, khususnya UU ITE. Hasil studi ini dibagikan 
kepada pembuat kebijakan untuk meningkatkan proses tata kelola 
yang mereka lakukan dalam menyediakan ekosistem yang aman bagi 
pengguna internet di Indonesia. Dengan demikian, warga mampu 
mengkritisi pemerintah tanpa harus takut dikriminalisasi oleh 
kebijakan yang mengungkung kebebasan.
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2. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis dalam 
memandang kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi 
manusia (HAM). Ditegaskan pula bahwa para pembuat kebijakan 
wajib memfasilitasi dan melindungi HAM, sehingga publik bebas dan 
percaya diri untuk menyuarakan pemikirannya.

C. Pertanyaan Penelitian
Di bawah ini adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian ini. Kami menjawab 
pertanyaan tersebut dengan melihat aspek normatif dan kontekstual 
mengenai kebijakan terkait, implementasi kebijakan, serta aparat penegak 
hukum.

Pertanyaan Utama: Bagaimana cara memastikan dan mempromosikan 
kebebasan berekspresi di platform digital, khususnya dalam menyuarakan 
kritik dan masukan kepada pemerintah di Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan pokok tersebut, maka makalah kebijakan ini 
akan membahas sub pertanyaan berikut, khususnya yang berkaitan dengan 
UU ITE:

1. Kondisi apa yang menghambat implementasi kebebasan berekspresi, 
khususnya dalam mengkritik pemerintah dalam platform digital di 
Indonesia?

2. Apa saja rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk menghadapi 
tantangan kebebasan berekspresi dalam platform digital di Indonesia, 
khususnya dalam mengkritisi pemerintah dalam rangka menciptakan 
ekosistem yang mendukung dan mendorong partisipasi publik dalam 
proses kebijakan?

D. Metodologi

D.1.  Desain Penelitian

Studi ini didasarkan pada metode kualitatif dengan pendekatan topik 
melalui studi pustaka dan wawancara semi terstruktur yang mendalam 

dengan informan terkait. Penelitian kualitatif diterapkan karena 
kemampuannya untuk memberikan wawasan yang lebih dalam dan 
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memperkuat temuan (Denzin dan Lincoln, 1994 dalam Wahyuni, 2015). 
Secara umum, pendekatan kualitatif menekankan pada proses berpikir 
induktif dengan mengacu pada pola-pola tertentu yang mengarah pada 
pola-pola umum. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai jenis penelitian 
yang digunakan untuk menginterpretasikan data yang diperoleh secara 
mendalam dengan memberi makna pada data dan mengolahnya sehingga 
dapat dipahami (Neuman, 2014). Dalam studi ini, kami menerapkan 
pendekatan tersebut untuk mendapatkan data yang mendalam untuk 
menjawab pertanyaan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian ini.

D.1.1. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah proses pengumpulan dan penelaahan data dari 
pelbagai literatur berupa buku, jurnal, skripsi, dan sumber lain yang relevan 
dengan masalah atau tujuan penelitian (Babbie, 2013). Studi pustaka akan 
dilakukan untuk mengumpulkan bukti fisik seperti peraturan perundang-
undangan, dokumen referensi utama seperti dari penelitian, berita, dan 
publikasi terkait lainnya, serta contoh data terkait UU ITE dan tantangan 
kebebasan berekspresi dalam platform digital, khususnya kritik publik 
terhadap pemerintah di Indonesia.

Tinjauan dokumen sangat penting dalam menemukan dan menganalisis 
kesenjangan antara kebijakan dan praktik terkait dengan topik ini. Lindsay 
Prior (2004) berpendapat bahwa dokumen menunjukkan hubungan 
dalam masyarakat. Oleh karena itu, dokumen akan dianalisis dengan 
memperhatikan interaksi manusia yang ada di dalam teks (Prior, 2004). 
Misalnya, kami akan menyelidiki apa yang tertera dalam dokumen terkait 
dan memeriksa temuan dengan referensi lain, dan memvalidasinya melalui 
wawancara semi terstruktur yang mendalam untuk mengontekstualisasikan 
penelitian dan temuan penelitian.

D.1.2. Wawancara Mendalam Semi Terstruktur

Menurut Alston dan Bowles (2003), wawancara mendalam bertujuan 
untuk melihat dunia dari sudut pandang informan, menyelidiki pikiran dan 
perasaan mereka, serta memahami dengan cermat sudut pandang mereka. 
Para peneliti telah menetapkan beberapa pertanyaan dan topik tetapi 
mereka juga memiliki daftar periksa yang fleksibel bagi peserta 
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penelitian dan relevan dengan penelitian (Brinkmann, 2012; Mikkelsen, 
1995). Dalam penelitian ini, kami melakukan wawancara semi terstruktur 
untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang komprehensif dari 
partisipan penelitian tentang topik dan pertanyaan penelitian.

Wawancara dilakukan secara daring mengingat pandemi COVID-19, baik 
melalui email, panggilan online, rapat, maupun pesan teks. Kami memilih 
daftar pakar dan praktisi dari pemerintah, parlemen, dan CSO yang 
memiliki pengalaman dan pengetahuan khusus terkait topik penelitian ini. 
Kami mewawancarai 10 informan untuk penelitian ini. Pemilihan informan 
dilakukan dengan mempertimbangkan afiliasi dan relevansinya dengan 
topik penelitian.

E.  Kerangka Konseptual
Dalam mengkaji fenomena dalam implementasi UU ITE, beberapa konsep 
digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pendekatan ke pertanyaan 
penelitian dalam kaitannya dengan konteks Indonesia. Fokus kajian ini akan 
berkisar pada risiko kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia yang 
diisi oleh aktivitas digital dari pengguna internet Indonesia yang terikat 
oleh UU ITE. Pada saat yang sama, kajian ini juga akan mengkaji fenomena 
tersebut dengan menggunakan pendekatan implementasi kebijakan dan 
pendekatan politik hukum.

Makalah ini juga memberikan analisis topik dalam konteks demokrasi dan 
tata kelola pemerintahan secara daring di Indonesia agar dapat memahami 
masalah tersebut dengan lebih baik dan untuk memberikan rekomendasi 
yang dapat ditindaklanjuti untuk mempromosikan dan melindungi 
kebebasan berekspresi khususnya di ruang digital sebagai bagian dari 
partisipasi publik dalam proses kebijakan. Pada bagian ini akan dijelaskan 
tentang konsep-konsep yang menjadi acuan makalah ini dalam menganalisis 
topik penelitian. 

E.1.  Kebebasan Berekspresi

Konsep mendasar yang ingin disampaikan dalam penelitian ini adalah 
kebebasan berekspresi. Karena aktivitas utama yang diamati dalam 
studi ini berkisar pada menyampaikan gagasan dari pemikiran 
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seseorang, mendefinisikan kebebasan berekspresi kemudian menjadi bagian 
penting untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang topik 
tersebut. Ini juga akan membantu kami menjawab pertanyaan penelitian 
dengan lebih baik.

Pembicaraan tentang mengutarakan pikiran sudah berlangsung lama dan 
erat kaitannya dengan penegakan hukum. Wolff (dalam Wellington, 1979) 
memposisikan dirinya terkait dengan kebebasan berekspresi sebagai berikut:

Bukan untuk membantu kemajuan pengetahuan bahwa debat bebas 
diperlukan. Sebaliknya, ini untuk menjamin bahwa setiap kepentingan yang 
sah akan membuat dirinya dikenal dan dirasakan dalam proses politik. Setiap 
pihak dalam keputusan pemerintah yaitu, setiap warga negara harus memiliki 
kesempatan untuk memperdebatkan kasusnya dan membawa tekanan untuk 
menanggungnya. Suara yang dibungkam adalah keluhan yang tidak diredam 
atau ketertarikan yang ditolak sebagai ukuran kepuasan. Keadilan, bukan 
kebenaran, adalah idealisasi yang disajikan oleh kebebasan untuk berbicara.

Hubungan inti antara kebebasan berekspresi dan keadilan juga ditekankan 
oleh Cohen (1993) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sama 
antara nilai-nilai kebebasan berekspresi dan “penemuan kebenaran, ekspresi 
diri individu, demokrasi yang berfungsi dengan baik, dan keseimbangan 
antara stabilitas sosial dan perubahan sosial.” Oleh karena itu, kita harus 
setuju dengan Carlsson dan Weibull (2018) bahwa kebebasan berekspresi 
bukan hanya “masalah hukum, tetapi juga masalah etika dan moralitas”. 
Mereka juga berpendapat bahwa kebebasan berekspresi “menyangkut 
persamaan HAM yang hakiki, sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi 
Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia” (Carlsson & Weibull, 2018).

Saat ini, kebebasan berekspresi juga dipengaruhi oleh perkembangan 
internet. Seorang sejarawan dari Columbia University, Richard R. John 
(2019) menggambarkan tantangan terhadap kebebasan berekspresi di era 
baru digital. Dia menyatakan bahwa upaya untuk membuat kebebasan 
berekspresi dipertahankan sebagai bagian penting dari hak dan pelindung 
kebebasan adalah dengan merancang norma “untuk memulihkan batas 
spasial dan batas waktu yang oleh rezim peraturan saat ini telah mendorong 
penyedia platform sosial untuk melangkahi.” Meskipun intervensi provider 
juga seringkali disebabkan oleh tekanan yang mereka dapatkan 
dari negara, namun harus diakui bahwa semua kegiatan terkait 
kebebasan berekspresi tidak ditentukan oleh media yang digunakan 
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oleh masyarakat (Momen, 2020) termasuk media sosial yang disediakan 
oleh provider. Kondisi tersebut kemudian membuat korelasi antara 
mengekspresikan pikiran dan ruang digital menjadi sangat erat.

E.2. Ruang Digital

Dalam pembahasan kebebasan berekspresi di era digital, kajian ini juga 
mengaplikasikan definisi ruang digital atau ruang daring sebagai lokus 
dalam menilai hak berekspresi. Trevor G. Smith (2017), Dosen Sekolah 
Jurnalisme dan Komunikasi di Universitas Carleton, Kanada, mendefinisikan 
ruang daring sebagai pengalaman interaksi baru yang berbeda dari bentuk 
ruang luring tradisional. Ruang baru tersebut kemudian membuka metode 
baru untuk berinteraksi. Interaksi tersebut, mengacu pada Smith, juga 
dapat memunculkan cara-cara baru dalam berpolitik yang dapat memicu 
perdebatan terkait dengan ranah politik.

Segala kendala terkait dengan keterbatasan ruang dan waktu fisik yang 
pernah menghambat pembicaraan di ranah politik dalam bentuk tradisional, 
kemudian dihilangkan. Oleh karena itu, ruang daring dapat menantang 
argumen yang berusaha membatasi akses ke ranah politik karena alasan 
kepraktisannya. Karena jauh lebih mudah untuk dibuat, dibentuk, dan 
dikembangkan (Smith, 2017). Dalam tulisan ini, ruang digital digunakan 
sebagai batasan ruang lingkup. Oleh karena itu, analisis yang dibuat tidak 
akan terlepas dari ruang daring dan ekspresi yang muncul di dalamnya. Ini 
juga akan membantu kami untuk menggambarkan tren yang terjadi terkait 
hak untuk berekspresi di ruang digital Indonesia. Selain itu, ruang digital 
juga dapat membantu kajian ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
menghambat penerapan prinsip kebebasan berekspresi di Indonesia.

E.3. Tata Kelola Pemerintahan dan Demokrasi Digital

Pembahasan kebebasan berekspresi di ruang digital juga harus 
dikontekstualisasikan terkait dengan tata kelola pemerintahan dan 
demokrasi digital. Kontekstualisasi menjadi penting karena hak berekspresi 
merupakan wujud dari sistem kerja pemerintahan dan demokrasi. Seiring 

dengan ruang digital sebagai ruang lingkup, implementasi prinsip tata 
kelola pemerintahan dan demokrasi dapat diilustrasikan dengan 
menjabarkan aktivitas digital yang dilakukan oleh banyak pelaku 
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yang juga merupakan pengguna internet dalam satu negara. Transisi yang 
tak terelakkan menuju implementasi demokrasi berangkat dari pengakuan 
bahwa demokrasi memiliki masalah normatifnya sendiri terkait partisipasi 
yang tidak setara, yang diterjemahkan menjadi pengaruh politik yang tidak 
setara bagi kelompok-kelompok yang paling banyak berpartisipasi (Gallego, 
2007; Lijphart, 1997 dalam Bright dkk., 2019).

Bright dkk. (2019) menjelaskan bahwa:

Salah satu karakteristik yang mapan dari website yang partisipatif, termasuk 
berfokus pada e-demokrasi, adalah bahwa tingkat kontribusi biasanya 
menunjukkan distribusi yang sangat miring, di mana mayoritas orang yang 
menggunakan layanan hanya berkontribusi sedikit, sementara minoritas kecil 
(disebut sebagai power users dalam artikel ini, red.) berkontribusi banyak 
(Nielsen, 2006 dalam Bright dkk., 2019).

Argumen penting lainnya dari makalah Bright adalah penjelasan tentang 
aktivitas online yang dilakukan di ranah daring relatif bebas biaya dalam hal 
waktu dibandingkan dengan mobilisasi luring (Margetts dkk., 2015a dalam 
Bright dkk., 2019). Namun, cara baru dalam melakukan aktivitas warga 
negara juga diikuti dengan cara baru dalam penyelenggaraan negara. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Lyon (2002), tindakan pengawasan yang 
dilakukan oleh pemerintah juga telah bertransformasi ke ranah digital. Oleh 
karena itu, menurut Lyon, pengawasan digital telah menjadi keseharian 
yang dihadapi warga dalam ruang digital, bertujuan untuk mempengaruhi 
serta mengelola populasi dan individu.

Oleh karena itu, dalam demokrasi dan pemerintahan digital kontemporer, 
terdapat dua aktivitas yang saling berhadapan dalam ruang digital. Kegiatan 
pertama adalah yang dimainkan oleh warga, termasuk perwujudan 
kebebasan berekspresi seperti memberikan kritik dan saran kepada 
pemerintah. Di sisi lain, pemerintah tidak hanya menjadi entitas yang pasif. 
Mereka juga berperan dalam melakukan pengawasan digital terhadap 
warga. Hubungan antara warga dan pemerintah kemudian menciptakan 
interaksi yang tidak setara. Jika pemerintah mengendalikan warga dalam 
ruang digital, maka pemerintah memiliki posisi dan potensi yang lebih tinggi 
untuk mempertaruhkan prinsip-prinsip pemerintahan dan demokrasi. 
Oleh karena itu, kita dapat berasumsi bahwa tata kelola pemerintahan 
dan demokrasi digital dalam tulisan ini lebih menekankan pada 
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bagaimana pemerintah mengatur kewenangannya terhadap warga negara 
dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menunjukkan kebebasan 
berekspresinya, termasuk dalam mengkritisi pemerintah. 

E.4. Implementasi Kebijakan

Sebelum menganalisis topik kajian ini, penting juga untuk memahami konsep 
implementasi kebijakan, khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi 
di ruang digital serta dalam konteks demokrasi dan pemerintahan 
digital. Menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2006) keberhasilan 
implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu konten kebijakan 
dan konteks implementasi. Variabel konten kebijakan ini meliputi:

1) Kepentingan kelompok sasaran. Kepentingan yang dipengaruhi oleh 
kebijakan tersebut menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok 
sasaran termaktub dalam isi kebijakan. Kepentingan tersebut 
terkait dengan pelbagai kepentingan yang berpengaruh terhadap 
implementasi kebijakan. Indikator ini menyatakan bahwa implementasi 
suatu kebijakan harus melibatkan banyak kepentingan dan sejauh 
mana kepentingan tersebut mempengaruhi implementasi.

2) Jenis manfaat, yaitu jenis manfaat yang diterima kelompok sasaran. 
Dalam konten kebijakan, manfaat kebijakan berusaha untuk 
menunjukkan dan menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan pasti 
terdapat beberapa jenis manfaat yang memuat dan menghasilkan 
dampak positif dari implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan.

3) Derajat perubahan yang diinginkan, yaitu sejauh mana perubahan 
yang diinginkan berasal dari suatu kebijakan. Derajat perubahan yang 
ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang akan atau 
ingin dicapai melalui implementasi kebijakan harus mempunyai skala 
yang jelas.

4) Lokasi pengambilan keputusan. Apakah lokasi program sudah benar 
atau tidak. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang 
peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, oleh karena itu 
pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan 

suatu kebijakan yang akan dilaksanakan. Semakin tersebar posisi 
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pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik 
secara geografis maupun organisasi, maka akan semakin sulit 
untuk melaksanakan program tersebut, karena semakin banyak unit 
pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya.

5) Pelaksanaan program. Ini berarti apakah suatu kebijakan telah 
menyebutkan pelaksananya secara rinci. Dalam melaksanakan suatu 
kebijakan atau program harus didukung oleh pelaksana kebijakan 
yang berkompeten dan mampu menyukseskan suatu kebijakan.

6) Sumber daya yang terlibat, apakah suatu program didukung oleh 
sumber daya yang memadai. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus 
didukung oleh sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya 
dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan variabel lingkungan (konteks) kebijakan meliputi:

1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh 
para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam suatu 
kebijakan, perlu diperhatikan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, 
dan strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat dalam 
kelancaran pelaksanaan suatu kebijakan.

2) Karakteristik institusi dan penguasa, bagaimana institusi dan rezim 
berkuasa. Lingkungan di mana suatu kebijakan diimplementasikan juga 
berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka bagian ini menjelaskan 
bagaimana karakteristik suatu lembaga akan mempengaruhi suatu 
kebijakan.

3) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran. Kepatuhan 
dan respon dari para pelaksana juga dianggap menjadi aspek penting 
dalam proses implementasi suatu kebijakan, sehingga yang akan 
dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon 
dari para pelaksana dalam merespon suatu kebijakan.

Model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif tentang 
konteks kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pelaksana, 
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penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi antar aktor 
pelaksana, serta kondisi sumber daya implementasi yang dibutuhkan.

E.4.1.  Pemetaan Implementasi Kebijakan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam melakukan pendekatan 
terkait pertanyaan penelitian, kami juga mencermati dan menganalisis 
implementasi kebijakan terkait topik penelitian ini guna memahami 
dinamika kebebasan berekspresi warga negara dalam platform digital 
di Indonesia. Dalam hal ini, implementasi kebijakan juga terkait dengan 
pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang ada terkait dengan 
kebebasan berekspresi dalam platform digital di Indonesia. Oleh karena itu, 
pemetaan implementasi kebijakan dimasukkan dalam analisis studi ini.

Terkait aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, William N. Dunn (2003 
dalam Luthfan, 2019) menjelaskan bahwa ada aktor yang mempengaruhi 
suatu kebijakan. Menurut Winarno (2012 dalam Taufik & Vermonte, 2015) 
pelaku kebijakan publik dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu 
pelaku resmi dan pelaku informal. Termasuk dalam peran resmi adalah 
aparat pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif, dan yudikatif. 
Sedangkan yang termasuk dalam pelaku informal adalah kelompok 
kepentingan, partai politik, dan perseorangan warga negara.

Dalam proses kebijakan, Howlett dan Ramesh (1995 dalam Luthfan, 
2019) menyatakan bahwa faktor dominan dalam proses kebijakan 
adalah aktor kebijakan dan institusi yang terkait dengan aktor tersebut. 
Dalam hal ini dapat dilihat bahwa individu, lembaga, kelompok, atau 
organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam suatu kebijakan 
memiliki kepentingannya masing-masing dan menjadi faktor yang sangat 
berpengaruh dalam menghasilkan suatu kebijakan. Dalam kaitannya dengan 
pemangku kepentingan, Freeman (1984 dalam Taufik dan Vermonte, 2015) 
mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai pihak yang dipengaruhi 
oleh kebijakan dan pihak yang dapat memengaruhi kebijakan (“... yang 
dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan yang mereka ambil, dan siapa 
yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi hasil mereka, yaitu 

pemangku kepentingan”). Dari definisi Freeman juga dapat dikatakan 
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bahwa pemangku kepentingan adalah pihak yang mempengaruhi atau 
dipengaruhi oleh suatu keputusan atau tindakan dari kebijakan terkait.

Dalam studi ini, kami menggunakan pemetaan implementasi kebijakan 
untuk menjadi topik penelitian ini, khususnya dalam mengidentifikasi 
pemangku kepentingan terkait, minat, dan posisi warga negara terkait 
dengan kebebasan berekspresi dalam platform digital di Indonesia. 
Pemetaan ini juga kami gunakan untuk menganalisis dinamika kebijakan 
yang ada dan politik hukumnya, implementasi serta keterkaitan antara 
pelbagai pemangku kepentingan, khususnya dalam konteks kebebasan 
berekspresi di ruang digital.

E.5. Politik Hukum

Pemahaman tentang interaksi implementasi UU ITE dan aktor terkait 
yang berhubungan dengan kebebasan berekspresi dalam ruang digital di 
Indonesia juga harus menggunakan pendekatan politik hukum terhadap UU 
ITE. Pendekatan ini penting untuk memahami alasan hukum dan politik di 
balik kebijakan dan peraturan tertentu. Melalui pendekatan politik hukum, 
akan membuat kita memahami hukum positif saat ini (ius constitutum), 
tetapi juga latar belakang atau alasan pembentukan undang-undang dan 
peraturan tertentu. Hal tersebut dapat dilacak dengan membaca naskah 
akademik yang berisi kajian ilmiah tentang aturan hukum yang dibutuhkan 
di masa yang akan datang (ius constituendum).

Lebih lanjut, untuk memahami secara komprehensif terkait meningkatnya 
jumlah perkara pidana di dunia maya terkait UU ITE, yang harus diperhatikan 
adalah tujuan dibentuknya undang-undang a quo yang tertuang dalam 
naskah akademik. Sebab di dalam berkas tersebut terdapat arah politik 
hukum dari pembentukan UU ITE sebelum materi undang-undang tersebut 
dibahas. Selain itu, politik hukum juga berfungsi untuk mengkaji kebutuhan 
hukum masyarakat atas suatu masalah.

LJ. van Appeldoorn (1981) menjelaskan bahwa politik hukum merupakan 
cara untuk menetapkan tujuan dan isi dalam perumusan suatu peraturan 
perundang-undangan. Pengertian hukum terbatas hanya pada hukum 
yang tertulis saja. Hal senada juga dikemukakan oleh Mahfud MD 
(2009) yang menyatakan bahwa politik hukum adalah suatu 
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kebijakan hukum mengenai undang-undang yang akan ditegakkan baik 
dengan undang-undang baru maupun penggantian undang-undang lama, 
guna mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, secara sederhana, politik 
hukum merupakan metode yang digunakan oleh para pembuat kebijakan 
dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat, 
serta menjadikan produk hukum yang dihasilkan tetap relevan dengan 
perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan politik hukum adalah 
rangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak 
penguasa negara yang memuat politik pembentukan undang-undang, 
politik dalam penetapan hukum dan politik penegakan hukum, berdasarkan 
fungsi lembaganya dan melakukan pembinaan terhadap penegak hukum 
untuk menentukan arah dan tujuannya. Bentuk dan isi undang-undang 
yang akan dibentuk, undang-undang yang berlaku di wilayahnya, dan arah 
pembangunan undang-undang tersebut untuk mencapai tujuan bernegara. 
Dalam setiap proses pembentukan hukum, pengaruh kekuatan politik tidak 
akan pernah lepas.

Menurut Daniel S. Lev (1990), hal yang paling menentukan dalam proses 
pembentukan undang-undang adalah konsepsi dan kekuasaan politik, yaitu 
bahwa hukum kurang lebih selalu menjadi alat politik, dan bahwa tempat 
hukum dalam suatu negara bergantung pada keseimbangan politik, definisi 
kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Masuknya kekuatan politik dalam proses pembentukan regulasi hukum 
tidak lepas dari peran DPR yang memiliki fungsi pembentuk undang-
undang. Cabang kekuasaan legislatif yang diisi oleh politisi menjadikan 
produk hukum yang mereka buat tidak terlepas dari muatan politik. 
Dengan demikian, peran pemerintah sebagai cabang kekuasaan eksekutif 
yang menjalankan peraturan perundang-undangan harus mampu menjadi 
penyeimbang (check and balances) agar tujuan dan manfaat hukum tidak 
merugikan hak-hak prinsipal masyarakat.

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka makalah ini akan mendekati 
topik penelitian ini dengan terlebih dahulu melihat pemetaan kebijakan 

terkait kebebasan berekspresi di ruang digital, khususnya terkait 
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kritik publik kepada pemerintah dan UU ITE serta dalam konteks demokrasi 
dan tata kelola pemerintahan secara daring. Analisis tersebut akan kami 
kaitkan dengan implementasi kebijakan, khususnya UU ITE, dan bagaimana 
tantangannya terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya 
terkait kritik terhadap pemerintah. Pembahasan akan dilanjutkan dengan 
analisis dalam menghadapi tantangan kebebasan berekspresi di ruang 
digital dan perlindungan partisipasi publik dalam proses kebijakan.

F.  Pemetaan Kebijakan tentang Kebebasan 
Berekspresi di Indonesia

Kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat di depan umum 
merupakan salah satu hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 
1945. Pasal 28 UUD 1945 menjamin setiap orang untuk mengungkapkan 
pikirannya secara lisan, tulisan, dan dalam bentuk lain yang kemudian diatur 
dengan undang-undang. Semangat inilah yang kemudian dituangkan dalam 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komitmen Indonesia 
terhadap HAM, termasuk kebebasan berekspresi, semakin diperkuat dengan 
meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menjadi Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Namun, perkembangan teknologi tidak mampu berjalan seiring dan 
membawa tantangan tersendiri bagi perlindungan terhadap kebebasan 
berekspresi di ruang digital. Salah satu regulasi yang biasa digunakan 
untuk menekan suara publik adalah UU ITE. Jika kita menelaah tujuan 
dan politik hukum pembentukannya dalam Naskah Akademik UU ITE, 
maka akan ditemukan kesalahan dalam penyusunan materi hingga tahap 
pelaksanaannya. Misalnya, salah satu tujuan awal UU ITE dalam Naskah 
Akademiknya adalah kesadaran bahwa data pribadi pengguna media 
elektronik harus dilindungi undang-undang. Tetapi pada tahap implementasi, 
perlindungan data elektronik masyarakat cenderung terabaikan. Pasalnya, 
mayoritas pelanggaran UU ITE tidak lagi terkait dengan perlindungan 
masyarakat di dunia siber, melainkan kejahatan konvensional dalam KUHP 
yang terjadi di dunia siber. Salah satunya Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait 
pencemaran nama baik.
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Pada bagian latar belakang Naskah Akademik UU ITE dijelaskan bahwa 
perkembangan dunia digital menimbulkan masalah keperdataan baru, 
yaitu dengan munculnya transaksi e-commerce yang sudah menjadi bagian 
dari perdagangan nasional dan internasional. Pada bagian penjelasan UU 
ITE juga ditegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan melalui sistem media 
elektronik walaupun bersifat virtual tetap dikategorikan sebagai perbuatan 
hukum yang nyata. Selain melindungi transaksi ekonomi secara virtual, UU 
ITE juga berupaya melindungi data dan informasi pengguna. 

Hal senada diungkapkan Johan Budi, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Dijelaskan bahwa pada awalnya UU 
ITE dibuat untuk menjamin kepastian hukum atas informasi dan transaksi 
elektronik serta untuk melindungi dari tindak pidana yang terkait dengan 
internet (cyberlaw). Sasaran awal dalam UU ITE ini sebenarnya perlu 
ditekankan kepada publik yang lebih luas (Wawancara pada 11 Mei 2021).

Namun, perkembangan penerapan UU ITE justru bergeser ke jenis tindak 
pidana yang tidak terkait dengan perlindungan informasi dan transaksi 
elektronik. Hal ini terjadi karena adanya kekeliruan dalam mengklasifikasikan 
hukum pidana. Selain ketentuan pidana umum yang diatur dalam KUHP dan 
tindak pidana khusus di luar KUHP, terdapat juga ketentuan yang dikenal 
dengan Hukum Pidana Administrasi (administrative penal law). Hal ini terjadi 
karena munculnya kecenderungan Hukum Administrasi yang memasukkan 
sanksi pidana untuk memperkuat sanksi administratif. Tujuannya agar 
penggunaan sanksi pidana dapat diberikan jika sanksi administratif tidak 
mampu menimbulkan efek jera.

Jika kita lebih teliti dalam menelaah posisi UU ITE dalam peraturan 
perundang-undangan di Indonesia, sebenarnya undang-undang tersebut 
termasuk dalam kategori hukum pidana administratif. Hal itu terlihat dari 
beberapa pasal yang memuat sanksi pidana, seperti Pasal 27 ayat (3) UU 
ITE tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang diancam dengan 
pidana penjara dan denda. Ini menjadi pengaturan khusus karena ketentuan 
pasal tersebut secara konvensional sudah diatur dalam KUHP.

Merujuk pada pendapat Andi Hamzah, UU ITE merupakan bagian dari 
hukum administrasi dan bukan termasuk dalam hukum pidana. Jika 
masih ingin memuat ketentuan pidana, suatu perbuatan hanya dapat 
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diancam dengan enam bulan penjara atau denda administratif (idntimes.
com, 4/11/2020). Seharusnya UU ITE hanya mengatur ketentuan administratif 
untuk transaksi elektronik dan perlindungan informasi digital. Pelanggaran 
UU ITE juga hanya dapat diganjar dengan sanksi administratif seperti 
pencabutan izin. Sedangkan kejahatan konvensional secara sederhana 
dikembalikan ke KUHP dengan memberikan perluasan lokus di dunia maya. 
Hal ini akan mengurangi ruang bagi polisi untuk memanfaatkan kekhususan 
UU ITE (lex specialist) seperti yang ada saat ini karena mereka akan dibatasi 
oleh mekanisme peradilan pidana dalam KUHAP.

Pada tahap pelaksanaan, UU ITE kerap digunakan untuk membungkam 
suara-suara kritis dari pelbagai kelompok masyarakat, seperti aktivis, buruh, 
dan petani. Argumen ini juga dibenarkan oleh Damar Juniarto, Direktur 
Eksekutif SAFEnet. Ia menjelaskan, maksud awal pembentukan UU ITE 
berangkat dari urgensi untuk menciptakan perlindungan dan kepastian 
hukum bagi individu di ruang digital. Namun ironisnya, penerapan UU ITE 
belakangan ini cenderung mengontrol konten yang muncul di ruang digital. 
Penggunaan UU ITE semacam ini kemudian menambah daftar peraturan 
yang sering digunakan untuk mendakwa seseorang yang mengutarakan 
pendapat di media digital (Wawancara pada 29 Maret 2021). Regulasi 
tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Peraturan Perundang-undangan yang Membatasi 
Kebebasan Berekspresi

No. Undang-Undang Pasal Bermasalah
1. Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP)
Pasal 156, Pasal 157 ayat (1), Pasal 310, 
Pasal 311, dan Pasal 315.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik

Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 
27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, 
Pasal 36, Pasal 40 ayat (2a), Pasal 40 
ayat (2b), dan Pasal 45 ayat (3).

3. Undang-Undang Nomor 1 / PNPS 
/ 1965 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan/atau 
Penodaan Agama

Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3, 
dan Pasal 4.

Sumber: dari berbagai sumber dan diolah oleh The Indonesian Institute, 2021.

Substansi hukum dalam UU ITE secara khusus mengatur transaksi dan 
tindakan yang terjadi di ruang digital. Namun dalam mengatur 
kriminalisasi, UU ITE digunakan sebagai undang-undang khusus (lex 
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specialist) dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 / PNPS / 1965 tentang 
Pencegahan dan / atau Penodaan Agama. Akibatnya, ketika seseorang 
didakwa dengan pasal multitafsir dalam UU ITE akan semakin sulit untuk 
melepaskan diri karena ada penguatan dari ketentuan pidana umum lainnya.

Merujuk pada penerapan beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU 
ITE, regulasi ini cenderung menjadi alat untuk membatasi kebebasan 
berekspresi. Sejarah mencatat bahwa di masa lalu, Pemerintah Indonesia 
telah menerapkan kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi. Jadi, 
UU ITE bukanlah peraturan perundang-undangan pertama yang membatasi 
kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Pada masa Orde Lama, Soekarno pernah melakukan pengawasan terhadap 
beberapa surat kabar, yaitu Pedoman, Abadi, dan Indonesia Raja. Soekarno, 
saat itu, berpendapat bahwa media itu kontra-revolusioner. Indonesia saat 
itu memang sedang melakukan revolusi sosialis. Tidak berhenti di era itu, 
sejarah juga mencatat bahwa ketika Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden 
Soeharto, negara membungkam suara-suara kritis. Banyak aktivis yang 
“vokal” dan pada akhirnya dipenjara atau diasingkan, bahkan “menghilang” 
hingga kini dengan adanya Undang-Undang Anti Subversi yang diatur dalam 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 1963. Dengan demikian, 
tindakan tersebut membuat semua orang takut untuk mengekspresikan diri 
dan menyampaikan pendapat (Asumsi.co, 2021).

Hal yang sama terjadi saat ini, tidak lagi dalam bentuk konvensional, tetapi 
berkembang mengikuti kemajuan teknologi dengan membatasi kebebasan 
berekspresi di ruang digital dengan menggunakan UU ITE. Salah satu 
ketentuan yang sering digunakan untuk mempidana pengkritik pemerintah 
adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama 
baik. Karena pasal tersebut menuai kritik publik, maka pada tahun 2016 UU 
ITE direvisi, dan pasal pencemaran nama baik ditambahkan pada bagian 
penjelasan. Namun penambahan penjelasan tidak menyelesaikan persoalan 
yang terjadi karena bagian pasal yang bermasalah tidak hanya pada tataran 
implementasi tetapi juga pada rumusan frasa dalam pasal tersebut. Oleh 

karena itu, pilihan yang paling tepat adalah menghapus pasal tersebut, 
tidak hanya memberikan interpretasi yang tidak menyelesaikan 

permasalahan sama sekali (Febrinandez, 2021).
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Salah satu ketentuan dalam UU ITE yang telah beberapa kali diuji oleh 
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah Pasal 27 ayat (3). Pasal ini secara umum 
mengatur larangan setiap orang untuk menyebarkan, mentransmisikan, 
dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang mengandung pencemaran nama baik dan/atau penghinaan. 
Namun, pasal ini seringkali dimaknai secara bebas dan berakhir dengan 
tindakan represi terhadap kebebasan berekspresi warga negara, aktivis, dan 
jurnalis/media. Penafsiran bebas terhadap pasal tersebut kemudian tidak 
lepas dari ambiguitas pada rumusan regulasinya.

Menurut Burkhadt Krems (1979), Guru Besar Perundang-undangan dari 
Jerman, suatu peraturan perundang-undangan harus berorientasi pada 
pencarian kejelasan makna dan bersifat kognitif. Ketiadaan rumusan hukum 
akan mengakibatkan kerugian materiil dan penyalahgunaan kekuasaan 
penyelenggara negara. Selain itu, kejelasan rumusan dalam undang-undang 
juga merupakan salah satu asas pembentukan yang tertuang dalam Pasal 
5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, apabila suatu norma 
hukum tidak mampu menampung suatu perbuatan, dan masih dipaksakan 
untuk dirumuskan secara tidak lengkap, maka akan menimbulkan 
ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk menafsirkan 
suatu norma yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, dibuka jalur 
uji materi yang kewenangannya dimiliki oleh MK.

Saat dilakukan uji materi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE, MK menyatakan 
bahwa ketentuan tersebut konstitusional dan tidak bertentangan dengan 
UUD 1945. Sifat putusan MK yang bersifat final dan mengikat menjadi 
legal standing bagi pembentuk undang-undang untuk tidak melakukan 
perubahan terhadap pasal karet dalam pelbagai peraturan perundang-
undangan. Tidak hanya UU ITE, terdapat beberapa regulasi hukum lain 
yang mengancam kebebasan berekspresi dan telah melalui uji materi, 
namun masih dianggap konstitusional oleh putusan MK (lihat Tabel 2 di 
bawah). Melihat jejak sejarah hukum yang tidak liberal di Indonesia, situasi 
ini menjadi tantangan dalam mempromosikan dan melindungi kebebasan 
berekspresi, terutama dalam hal mengkritisi pemerintah akibat pasal 
karet dalam kebijakan dan peraturan yang membatasinya.
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Tabel 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pasal-pasal 
yang Membatasi Kebebasan Berekspresi

Peraturan 
Perundang-

undangan

Putusan 
Mahkamah 
Konstitusi

Pasal yang 
diuji

Catatan

KUHP 1/PUU-IX/2011 Pasal 310 ayat 
(1) dan ayat (2)

Menelaah terkait dengan ketentuan 
tentang pencemaran nama baik yang 
terdapat dalam KUHP. Pemohon 
menilai ketentuan ini bertentangan 
dengan Pasal 28 UUD 1945. Dalam 
putusannya, MK menolak permohonan 
pemohon untuk seluruhnya.

76/PUU-
XVI/2018

Pasal 156 dan 
157 ayat (1)

Pemohon meminta agar frasa 
“kelompok” dalam Pasal yang diuji 
ditafsirkan oleh MK bukan termasuk 
“kelompok berdasarkan agama”. 
Namun, MK dalam putusannya 
menolak permohonan pemohon untuk 
seluruhnya.

Undang-
Undang 
Nomor 19 
Tahun 2016 
tentang 
Perubahan 
atas 
Undang-
Undang 
Nomor 11 
Tahun 2008 
tentang 
Informasi 
dan 
Transaksi 
Elektronik

50/PUU-
IV/2008

Pasal 27 ayat 
(3) dan Pasal 
45 ayat (1)

Pemohon yang merupakan jurnalis 
menilai berlakunya ketentuan 
tentang penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik dalam Pasal 
27 ayat (3) UU ITE telah melanggar 
hak konstitusionalnya. MK dalam 
putusannya menolak permohonan 
pemohon untuk seluruhnya.

2/PUU-
VII/2009

Pasal 27 ayat 
(3)

Pemohon menilai pemberlakuan 
ketentuan tentang isi penghinaan dan/
atau pencemaran nama baik dalam 
Pasal 27 ayat (3) UU ITE melanggar 
hak konstitusionalnya. MK dalam 
putusannya menyatakan permohonan 
pemohon tidak dapat diterima.

52/PUU-
XI/2013

Pasal 28 ayat 
(2)

Pemohon yang mengajukan pengujian 
undang-undang menilai bahwa 
penerapan Pasal yang diuji tersebut 
dapat menghambat kebebasan 
pemohon untuk mengungkapkan 
pikiran dan bertindak, sesuai dengan 
hati nuraninya dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan 
semua saluran yang tersedia 
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E 
ayat (2) dan 28F UUD 1945.
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76/PUU-
XV/2017

Pasal 28 ayat 
(2) dan Pasal 
45A ayat (2)

Pemohon meminta kepada MK untuk 
menyatakan bahwa ketentuan frasa 
“dan antarkelompok” dalam Pasal 
28 ayat (2) UU ITE tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat. Namun 
dalam putusannya, MK menolak 
permohonan uji materi untuk 
seluruhnya.

78/PUU-
XVII/2019

Pasal 32 ayat 
(1)

Pemohon menilai larangan mengubah, 
mentransmisikan, mentransfer 
informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik milik orang 
lain atau milik umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) 
UU ITE berpotensi menghambat 
penyelenggaraan Lembaga Penyiaran 
Berlangganan dalam menjalankan 
kewajiban mereka berdasarkan 
ketentuan UU Penyiaran. MK dalam 
putusannya menolak permohonan uji 
materi pemohon untuk seluruhnya.

Undang-
Undang 
Nomor 1 / 
PNPS / 1965 
tentang 
Pencegahan 
Penyalah-
gunaan 
dan/atau 
Penodaan 
Agama

140/PUU-
VII/2009

Pasal 1, Pasal 
2 ayat (1) and 
ayat (2), Pasal 
3, dan Pasal 4

Pemohon mengatakan bahwa Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 
bertentangan dengan Pasal 28E ayat 
(1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 
29 ayat (2) UUD 1945 tentang hak 
beragama, percaya pada keyakinan, 
mengekspresikan pikiran dan tindakan 
menurut hati nuraninya. MK dalam 
putusannya menolak permohonan 
pemohon untuk seluruhnya.

76/PUU-
XVI/2018

Pasal 4 Keberadaan Pasal yang diuji diangaap 
telah melanggar esensi dari dasar-
dasar agama itu sendiri, di mana 
setiap agama harus dianggap benar 
dan ajaran masing-masing agama itu 
pasti berbeda, dan karena perbedaan 
itu, maka agama harus dianggap 
benar. Mustahil bagi ajaran satu 
agama untuk tidak mencemarkan 
agama lain. MK dalam putusannya 
menolak permohonan pemohon untuk 
seluruhnya.

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi, 2021.

Kedudukan putusan MK yang memperkuat keberadaan pasal multitafsir 
dalam beberapa peraturan perundang-undangan harus dapat ditanggapi 
secara bijak oleh DPR dan Pemerintah dalam rangka mempromosikan 
dan melindungi kebebasan berekspresi Warga Negara Indonesia 
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(WNI), termasuk dalam mengkritik pemerintah. Khususnya pasal-pasal 
yang dapat dengan mudah mempidana seseorang secara langsung atau 
mencederai hak-haknya untuk mengutarakan pendapat.

Melihat kebijakan yang terdapat di atas dan menggunakan pendekatan 
politik hukum, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan pasal-pasal yang 
multitafsir dalam UU ITE telah menyimpang dari tujuan semula, yaitu 
memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bertransaksi di dunia 
maya. Putusan MK juga tidak bisa dijadikan justifikasi bagi pembentuk 
undang-undang untuk mempertahankan pasal-pasal yang melanggar 
kebebasan berekspresi masyarakat. MK hanya menguji secara normatif 
ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Sementara 
itu, DPR dan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengevaluasi norma-
norma dalam UU ITE dan mengkaji permasalahan yang muncul akibat 
penerapan pasal multitafsir yang bermuara pada pembatasan kebebasan 
berekspresi dan pemenjaraan. 

Dalam hal ini, terkait dengan aspek kebijakan publik dan mengacu pada 
model implementasi kebijakan Grindle, perubahan yang akan dicapai 
melalui implementasi bertentangan dengan tujuan kebijakan. Pasal-pasal 
yang multitafsir membuat aparat penegak hukum sebagai pelaksana 
kebijakan gagal dalam melaksanakan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, 
pembuat kebijakan dan penegak hukum harus dapat belajar dari preseden 
terkait kebebasan berekspresi di ruang digital. Namun, akan sulit jika 
aparat penegak hukum masih belum memiliki perspektif HAM, termasuk 
pemahaman tentang kebebasan berekspresi di ruang digital.

Upaya untuk mentransformasikan cara pandang pembuat kebijakan 
dan penegak hukum terhadap isu kebebasan berekspresi juga harus 
menjangkau lebih dari sekedar muatan isi undang-undang dan bagaimana 
menafsirkannya. Ada juga faktor penting lain yang perlu diperhatikan: 
pengakuan terhadap perkembangan digital yang berimplikasi langsung 
pada masyarakat. Ruang baru yang kami sebut sebagai ruang digital dalam 
penelitian ini bukan hanya ruang pasif yang memiliki sumber daya tak 

terbatas, ruang tersebut juga memiliki dampak transenden yang secara 
masif dapat mengubah perilaku kita yang sudah mapan di ruang 

tradisional (van Doorn, 2011 dalam Boddy & Dominelli, 2017). Ruang 
ini bahkan memiliki beberapa prefiks yang telah digunakan secara 
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bergantian. Oleh karena itu, tren penggunaan variasi prefiks yang ada 
senyatanya telah membedakan terminologi ruang siber dari bentuk prefiks 
lainnya seperti e- dan digital- (Kurbalija, 2015). Perbedaan tersebut lantas 
menghadirkan konsekuensi berupa varian aktivitas digital yang heterogen 
yang dapat muncul di ruang digital. Oleh karena itu, pemahaman terhadap 
konsep ini juga harus diatribusikan kepada setiap pembuat kebijakan dan 
penegak hukum yang memiliki kewajiban untuk menciptakan aktivitas 
digital yang harmonis di kalangan pengguna internet.

Sayangnya, kondisi saat ini mencerminkan bahwa Pemerintah melalui aparat 
negara seperti Polri, menggunakan kewenangannya untuk mengatasi kritik 
daring. M. Busyrol Fuad, narasumber kami dari Lembaga Studi dan Advokasi 
Masyarakat (ELSAM), memberikan satu preseden yang solid tentang praktik-
praktik yang dilakukan oleh Pemerintah. Hal itu terjadi saat Pemerintah 
dan DPR sedang menyusun Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). 
Merujuk pada pernyataan Fuad, saat itu Presiden sempat menginstruksikan 
kepada intelijen dan kepolisian untuk menyisir setiap kelompok yang secara 
kritis membahas UU Cipta Kerja, terutama di ranah digital. Instruksi Presiden 
juga terwujud ketika Kapolri mengeluarkan beberapa surat telegram, yang 
mewajibkan aparat kepolisian untuk menindak tegas segala anggapan yang 
muncul terkait UU Cipta Kerja (Wawancara pada 6 April 2021).

Berdasarkan respon yang diilustrasikan, seperti yang dikemukakan oleh 
salah satu narasumber kami, Johan Budi, Anggota Komisi III DPR RI, 
peningkatan pengetahuan terhadap digitalisasi menjadi hal yang penting. 
Perluasan pemahaman melalui sosialisasi dan pendekatan budaya kepada 
masyarakat tentang ruang digital (khususnya media sosial) perlu dilakukan 
oleh pemerintah, tokoh masyarakat, dan juga kelompok Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM). Ia juga mengatakan bahwa peningkatan pengetahuan 
aparat penegak hukum tentang penerapan UU ITE dan prinsip-prinsip 
kebebasan berekspresi merupakan tugas penting yang perlu dilakukan 
(Wawancara pada 11 Mei 2021).

Sukamta (Wawancara pada 29 Maret 2021), Anggota Komisi I DPR RI 
juga memiliki pendapat senada. Ia mengatakan sosialisasi, edukasi, dan 
pembinaan terkait UU ITE oleh pemerintah penting untuk dilakukan. 
Dengan demikian, kegiatan digital terkait penerapan prinsip 
pemerintahan dan demokrasi dapat terwujud dengan lebih baik. 



Polemik Implementasi Kebijakan

24

Sebab, di satu sisi warga negara sudah mengetahui tentang ruang digital 
dan bagaimana cara mengoperasikannya. Di sisi lain, para aktor negara juga 
memahami bagaimana menjalankan tugasnya tanpa melanggar hak-hak yang 
sejatinya melekat di setiap warga negara. Lebih lanjut, seperti diungkapkan 
Sukamta dalam kesempatan yang sama, keberadaan kebebasan berekspresi 
sejalan dengan upaya mewujudkan kehidupan demokrasi.

G.  Polemik Implementasi Kebijakan: Model 
Grindle Tentang Analisis Konten dan Konteks 
Kebijakan pada Kondisi Kebebasan Berekspresi 
di Indonesia Saat Ini

Mengacu pada teori Grindle dalam implementasi kebijakan, ada dua aspek 
yang dinilai yaitu konten kebijakan (content aspect) dan konteks kebijakan 
(context aspect). Aspek konten terkait dengan beberapa variabel seperti 
ketertarikan kelompok sasaran, jenis manfaat, perubahan yang diinginkan, 
lokasi pengambilan keputusan, program implementasi, dan sumber daya 
yang dikerahkan. Sedangkan aspek konteks akan mengamati faktor-faktor 
eksternal seperti kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang diatribusikan 
kepada para aktor terkait. Selain itu, aspek ini juga menilai ciri-ciri pihak 
pemegang kekuasaan dan kewenangan yang akan berdampak pada 
lingkungan saat suatu kebijakan diterapkan. Variabel terakhir pada aspek 
konteks berasal dari kepatuhan dan tanggapan yang muncul dari kelompok 
sasaran. Semua variabel tersebut dikontekstualisasikan dengan kondisi 
kontemporer kebebasan berekspresi, khususnya dalam ruang digital 
terhadap pemerintah di Indonesia.

G.1.  Aspek Konten (Content Aspect)

Kepentingan Kelompok Sasaran 

Terkait variabel tersebut, secara umum pemerintah menyatakan komitmen 
untuk melindungi kebebasan berekspresi seluruh WNI, termasuk di ruang 
digital. Menurut Henri Subiakto, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Media 

Massa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), perlindungan 
kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di ruang digital 

dilindungi oleh UUD 1945. Pasal 28 E (2) UUD 1945 menyatakan 



25

Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Berekspresi  
Warga Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia

bahwa setiap orang berhak untuk percaya, mengungkapkan pikiran, dan 
juga sikap sesuai dengan hati nuraninya. Lebih lanjut, Pasal 28 E (3) UUD 
1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, 
dan berekspresi (Wawancara pada 7 April 2021).

Oleh karena itu, jaminan kebebasan berekspresi yang diatur dalam UUD 
1945 disebut sebagai hak konstitusional WNI. Selanjutnya, hal tersebut 
dituangkan dalam bentuk UU ITE. Oleh karena itu, menurut Henri, kebebasan 
berpendapat dan berekspresi di Indonesia tidak menjadi masalah karena 
kebebasan merupakan hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi atau 
disebut juga hak konstitusional. Bahkan hal tersebut juga tertuang dalam 
putusan MK tentang uji materi UU ITE tahun 2013 yang menyatakan:

Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang dimohonkan Pemohon adalah sesuai 
dengan perlindungan, termasuk perlindungan kehormatan seluruh rakyat 
Indonesia, sejajar dengan prinsip turut serta melaksanakan ketertiban 
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; 
Sejalan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena tidak ada agama yang 
membenarkan penyebaran kebencian.

Oleh karena itu, melihat putusan MK tersebut, perlu dipahami jika 
keberadaan UU ITE untuk melindungi, termasuk kebebasan berpendapat 
dan berekspresi (Wawancara pada 7 April 2021).

Tentang perlindungan HAM terkait kebebasan berekspresi di Indonesia, 
Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(Kemenkumham) mengatakan, perlindungan dapat dilihat dari dua sisi, 
yaitu: in abstracto dan in concreto. In abstracto bersifat normatif berupa 
aturan-aturan seperti undang-undang. Soal kebebasan berekspresi, di 
Indonesia hal ini diatur dalam UUD 1945, UU ITE, dan peraturan lainnya. 
Secara konkret atau dalam praktiknya, perlindungan kebebasan juga 
dibatasi. Pembatasan tersebut tertuang dalam Pasal 28J UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang 
lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) 
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib mematuhi 
batasan yang ditetapkan undang-undang dengan tujuan semata-mata 
untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan 
kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan 
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ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Pembatasan ini dilakukan 
demi terwujudnya ketertiban umum (Wawancara pada 13 April 2021).

Dengan regulasi yang ada dan komitmen pemerintah untuk melindungi 
HAM, termasuk kebebasan berekspresi warga negara, sebagaimana disoroti 
di atas, narasumber dari pemerintah berpendapat bahwa tidak tepat jika 
dikatakan pemerintah saat ini otoriter. Erwin Muslim Singajuru, Staf Khusus 
Bidang Politik dan Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, 
dan Keamanan Republik (Kemenkopolhukam), berpendapat hal itu tidak 
terjadi, karena kritik masih diperbolehkan, bahkan jika kita melihat media 
sosial, sangat ramai dengan hinaan. Bahkan ada elit politik yang selalu 
vulgar dan sinis terhadap pemerintah, namun tidak ditangkap dan tetap 
bebas berdebat. Jadi, bisa dikatakan pemerintah tidak anti kritik. Namun, 
jika seseorang melanggar HAM maka perlu dibatasi seperti dalam Pasal 28 
J UUD 1945 di atas (Wawancara pada 6 April 2021).

Namun, studi ini juga menemukan bahwa pernyataan pejabat pemerintah 
di atas bertentangan dengan data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM). Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM, mengatakan 
kondisi kebebasan berekspresi terlihat dari beberapa temuan Komnas 
HAM, misalnya dari 22 pengaduan ke Komnas HAM sepanjang 2020 terkait 
adanya serangan digital. Selanjutnya, Komnas HAM bekerja sama dengan 
Litbang Kompas (Puslitbang Kompas) melakukan survei terkait kebebasan 
berekspresi. Hasil survei menyatakan bahwa 36% responden merasa 
tidak bebas, terutama ketika menggunakan haknya untuk berekspresi di 
internet. Laporan Freedom House (2020) tentang kebebasan internet juga 
memperbesar argumentasi Beka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Indonesia dikategorikan sebagai negara Partly Free. Kategori ini didapat 
Indonesia setelah mendapatkan skor 49 dari 100 untuk kebebasan internet. 
Skor ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 51 dari 100 
(Wawancara pada 13 April 2021).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa perlindungan 
kebebasan berekspresi merupakan hak dasar seluruh WNI. Hak WNI 

dilindungi oleh UUD 1945 dan UU ITE. Namun dalam praktiknya, klaim 
warga bahwa perlindungan kebebasan berekspresi masih menghadapi 

beberapa kendala akibat dalil-dalil ketertiban umum di masyarakat 
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sebagai bangsa dan negara, meski seperti yang ditampilkan dalam kasus 
kebebasan berekspresi di ruang digital. Hal itu menunjukkan bahwa 
kebebasan berekspresi sangat penting terutama dalam kasus-kasus di mana 
warga bersuara kepada pemerintah. Hal ini juga tercermin dari temuan 
survei Komnas HAM dan Litbang Kompas di atas.

Jenis Manfaat untuk Kelompok Sasaran dan  
Tingkat Perubahan yang Diinginkan

Selanjutnya mengacu pada variabel manfaat UU ITE, hal tersebut dituangkan 
dalam asas dan tujuan UU ITE. Pasal 3 undang-undang tersebut menyebutkan 
bahwa penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan 
berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan 
kebebasan memilih teknologi atau netralitas teknologi. Sedangkan tujuan 
perubahan yang diinginkan diatur dalam Pasal 4 UU ITE, yaitu:

A. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat 
informasi dunia;

B. Membangun perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

C. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

D. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap orang untuk 
mengembangkan pemikiran dan kemampuannya dalam menggunakan 
Teknologi Informasi secara optimal dan bertanggung jawab; dan

E. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna 
dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Berdasarkan prinsip dan tujuan UU ITE, manfaat dan perubahan yang 
diinginkan dalam undang-undang tersebut ditujukan pada aspek 
pembangunan ekonomi, pelayanan publik, dan pengembangan sumber 
daya manusia. Selain itu, undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa 
dalam pelaksanaannya UU ITE dilaksanakan untuk memberikan rasa aman, 
keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi 
Informasi. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan keamanan bagi 
pengguna teknologi informasi, khususnya dalam melakukan transaksi 
elektronik dari tindak kriminal.
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Namun dalam praktiknya, yang meliputi variabel pelaksanaan program, 
pengambil keputusan, dan sumber daya yang terlibat, sebagaimana 
dikemukakan oleh Edward Omar Sharif Hiariej dari Kemenkumham, terdapat 
pasal dalam UU ITE yang multitafsir sehingga dalam hukum pidana hal ini 
harusnya tidak memenuhi legalitas. Permasalahan dalam implementasi 
kebijakan terjadi karena pasal-pasal dalam UU ITE yang multitafsir sehingga 
aparat penegak hukum tidak bisa serta-merta disalahkan. Hal ini dikarenakan 
delik aduan yang digunakan bersifat subyektif, kecuali penyebaran kebencian 
terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maka aparat dapat 
segera melakukan penindakan (Wawancara pada 13 April 2021).

Sayangnya, UU ITE dan regulasi terkait lainnya, seringkali menjadi alat untuk 
mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, termasuk yang menyangkut kritik 
warga terhadap pemerintah di platform digital.  Seringkali kriminalisasi 
terhadap kritik dari warga yang vokal tersebut didasarkan oleh alasan 
keamanan dan ketertiban publik, sebagaimana didalilkan oleh pemerintah 
dan aparat hukum.  Hal ini yang kemudian  membuat masyarakat enggan 
dan takut untuk mengutarakan pendapatnya secara bebas di platform 
digital.

Lokasi Pengambilan Keputusan

Variabel ini berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki posisi penting 
dalam pengambilan keputusan penting dalam pelaksanaan UU ITE, dalam 
hal ini adalah Kominfo dan juga Kepolisian. Kedudukan Kominfo diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 
Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai aturan pelaksana dari UU ITE. 
Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pelaksana undang-undang 
ini adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang komunikasi dan teknologi informasi. Selain itu, dalam peraturan ini, 
Kominfo juga berwenang untuk menghentikan akses informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf 
a peraturan pemerintah tersebut.

Lebih lanjut, selain yang telah disebutkan di atas, jika kita mengacu kembali 
pada UU ITE, Kominfo juga berwenang menjadi penyidik. Hal tersebut 

tertuang dalam Pasal 43 UU ITE yang menyatakan bahwa selain 
Pejabat Penyidik   Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat 
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Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah yang ruang 
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi 
dan Transaksi Elektronik diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik   
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Prosedur pidana penyidikan 
tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Frasa 
PPNS tertentu di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di sini 
merujuk pada peran Kominfo. Dengan demikian, Kominfo terhitung sebagai 
penyidik   dalam UU ITE.

Selain Kominfo, Kepolisian memiliki kedudukan dalam melakukan 
penyidikan berdasarkan Pasal 42 UU ITE yang menyatakan bahwa 
penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
ini dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan 
undang-undang ini. UU ITE bukan hanya sebagai payung hukum dalam 
menjalankan posisinya. Dalam praktiknya, Polri tidak lepas dari ketentuan 
KUHP dan KUHAP. Hal ini dikarenakan beberapa pasal dalam UU ITE masih 
memperhatikan ketentuan dalam KUHAP karena terdapat hal-hal yang 
tidak diatur dalam UU ITE, tetapi diatur dalam KUHP dan KUHAP.

Pelaksana Program

Pelaksana program, terkait dengan kemampuan pihak pelaksana program 
karena akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program. Namun 
dalam implementasi UU ITE, pihak pelaksana belum berhasil menjalankan 
tujuan kebijakan tersebut. Justru sebaliknya, beberapa ketentuan dalam 
undang-undang tersebut yang menyebabkan ancaman terhadap kebebasan 
berekspresi. Menanggapi hal tersebut, Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil 
Menteri Hukum dan HAM mengatakan bahwa implementasi UU ITE 
dipengaruhi oleh subjektivitas aparat penegak hukum. Edward memberi 
contoh KUHP. Padahal substansi Hukum Pidana bersifat universal karena 
sama di seluruh dunia. Namun, ada artikel di negara lain yang berbeda. 
Perbedaannya adalah pelanggaran politik, kejahatan moral, dan masalah 
penghinaan. Masalah penghinaan tergantung atau dipengaruhi oleh politik 
dan budaya. Misalnya dalam konteks politik seperti Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 1963 tentang Subversi yang pelaksanaannya berbeda antara Orde 
Lama dan Orde Baru (Wawancara pada 13 April 2021).
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Senada dengan Edward, Henri Subiakto (Wawancara pada 7 April 2021) 
mengatakan bahwa permasalahan UU ITE adalah adanya pasal-pasal 
multitafsir yang berimplikasi pada perbedaan pemahaman dan pelaksanaan 
penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Selain itu, terjadi kekosongan 
regulasi yang pada akhirnya aparat menggunakan UU ITE untuk menjerat 
seseorang.

Lebih lanjut, terdapat persoalan pada beberapa regulasi multitafsir seperti 
dalam Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE. Masalahnya adalah batasan antara 
kebebasan dan penghinaan atau pencemaran nama baik. Oleh karena itu, 
sangat penting untuk melihat dengan cermat batas-batas antara kebebasan 
berekspresi dan penghinaan serta penodaan etnis, agama, ras, dan 
antarkelompok.

Isu adanya pasal-pasal yang multitafsir menjadi kendala bagi pihak 
pelaksana UU ITE, khususnya yang mengatur tentang penyidikan. Seperti 
disebutkan di atas, Kominfo dan Polri adalah penyidik   dalam UU ITE. Hal ini 
juga diatur dalam KUHAP. Pasal-pasal multitafsir membuat penerapan UU 
ITE dipengaruhi oleh subjektivitas penyidik. Penyidik   dapat dengan mudah 
menangkap dan menahan pihak-pihak yang dilaporkan atas dakwaan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 27, 28, dan 29 undang-undang tersebut. Hal 
ini menjadikan UU ITE dijadikan sebagai alat untuk mengekang kebebasan 
berekspresi di Indonesia.

Pemberian wewenang kepada Polisi dan PPNS yang ruang lingkup tugas dan 
tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik 
merupakan ketentuan khusus (lex specialist) dari KUHP (lex generalis). Hal 
ini diperlukan karena KUHAP secara khusus tidak mengatur mekanisme 
penyidikan tindak pidana di dunia maya. Oleh karena itu, mekanisme di 
luar KUHAP diatur untuk menegakkan hukum (pro Justitia), dengan batasan 
yang jelas.

Pasal khusus yang mengatur mekanisme sistem peradilan pidana dalam 
UU ITE ini kerap disalahartikan oleh penyidik, baik dari Kepolisian maupun 
dari Kominfo. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penyidik   seringkali 

menggunakan subjektivitasnya dalam mengimplementasikan UU ITE. 
Beberapa kali penyidik   dari kepolisian bertugas di luar kewenangannya 
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dengan melakukan penangkapan dan penahanan tanpa mengikuti prosedur 
dalam KUHAP, dan batasan yang diatur dalam UU ITE.

Interpretasi yang lemah ini mengakibatkan banyak kasus bermasalah yang 
ditangani oleh Kepolisian. Di sisi lain, banyak kasus ini juga terjadi karena 
tekanan politik atau tekanan massa, sehingga polisi menggunakan UU ITE 
untuk dapat mengadili. Melihat kasus-kasus yang pernah terjadi dalam 
implementasi UU ITE, ada dua perspektif. Pertama, kasus yang terjadi antara 
warga negara dan negara. Kedua, kasus yang terjadi antar warga. Jika kita 
melihat kasus yang paling sering terjadi disebabkan oleh permasalahan 
antara warga dengan pemerintah daerah dan juga kasus antar warga, 
misalnya dengan pelaku usaha.

Tren kasus antara negara dengan warga negara yang menggunakan beberapa 
pasal multitafsir dalam UU ITE menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata 
kelola pemerintahan dan demokrasi digital belum sepenuhnya diterapkan. 
Adanya ruang digital, dan ragam aktivitas baru yang bermunculan, tidak 
diikuti dengan peningkatan pengetahuan tentang perkembangan teknologi 
dan informasi. Metode baru aktivisme online, yang dapat membuat warga 
mengkritik pemerintah secara langsung melalui media sosial, kemudian 
ditanggapi oleh pemerintah dengan pemidanaan. Laporan tahunan dari 
SAFEnet (2021) yang mengumpulkan setiap kasus antara negara dan warga 
negara dari tahun 2017 juga mengkonfirmasi tren ini. Hal itu menunjukkan 
37,5 persen pelapor berasal dari kelompok masyarakat kritis. Sedangkan 
73,92 persen pelapor berasal dari kelompok masyarakat yang memiliki 
kelebihan atau kekuasaan. Fakta tersebut kemudian membenarkan anggapan 
bahwa tata kelola pemerintahan secara daring dan penerapan demokrasi di 
Indonesia belum bisa dijalankan dengan baik. 

Sumber daya yang dikerahkan

Polemik keterlibatan Polri muncul saat kita mulai menganalisis dari sudut 
pandang sumber daya yang terlibat. Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas 
HAM (Wawancara pada 13 April 2021) mengatakan bahwa aparat kepolisian 
berpandangan positivis, tidak mau menggunakan solusi alternatif. Beka juga 
mengatakan, polisi kerap melupakan tujuan awal lahirnya UU ITE. Hal 
ini menyebabkan penerapan UU ITE berbeda dengan asas dan tujuan 
sebagaimana diuraikan di atas. Khusus bagi kepolisian, permasalahan 
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aparat kepolisian dalam mengimplementasikan UU ITE adalah, pertama, 
mereka kurang kreatif dalam memberikan solusi terhadap permasalahan. 
Kedua, masih minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang HAM, meski 
sudah ada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 
8 Tahun 2009 tentang Penerapan Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia 
dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian 
yang ketiga, aparat sering dihadapkan pada tekanan massa.

Mengenai tekanan massa, Henri Subiakto dari Kominfo (Wawancara pada 
7 April 2021) mengatakan, aparat penegak hukum kerap dihadapkan 
pada tekanan massa dari para aktor politik di daerah, misalnya dari kepala 
daerah yang memiliki massa pendukung. Karena jika kita melihat kasusnya, 
permasalahan dalam UU ITE lebih banyak terjadi antara masyarakat biasa 
dengan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, adanya pasal-pasal UU ITE yang multitafsir berkon-sekuensi 
pada rentannya kriminalisasi terhadap masyarakat yang kritis. Setiap aktivisme 
digital yang dilakukan untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan 
harus menghadapi ancaman sanksi, penalisasi, dan kriminalisasi. Dalam 
hal ini, baik konten maupun konteks UU ITE, juga telah mempengaruhi 
interpretasi dan tindakan aparat penegak hukum seperti Polri.

G.2. Aspek Konteks (Context Aspect)

Selain masalah konten kebijakan, implementasi UU ITE juga dilihat dari kondisi 
terkait dengan kebijakan yang dijalankan. Model Grindle menguraikan tiga 
variabel yang terkait dengan aspek konteks. Hal tersebut terkait dengan 
kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang terlibat; karakteristik lembaga dan 
penguasa; dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap. Pada bagian ini akan 
diuraikan dengan menghubungkan ketiga variabel tersebut berdasarkan 
konteks kebijakan di Indonesia.

Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi yang Terlibat

Sebagaimana ditegaskan dalam temuan studi kami, penerapan UU ITE 
dipengaruhi oleh dinamika politik di Indonesia. Sistem politik dapat 

menentukan kondisi kebebasan berekspresi dalam satu negara. Karena 
negara otoriter cenderung lebih represif daripada negara demokratis. 
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Namun berdasarkan temuan studi ini, sistem demokrasi yang diterapkan di 
Indonesia masih memiliki karakteristik yang mirip dengan negara otoriter 
dalam hal perlindungan kritik warga. Bahkan Fuad dari ELSAM menganggap 
Pemerintah Indonesia sebagai neo-otoriter (Wawancara pada 6 April 2021).

Lebih lanjut, permasalahan yang terjadi dalam sistem politik Indonesia 
saat ini adalah kentalnya kepentingan suatu kelompok atau segelintir elit 
politik yang memperjuangkan kepentingannya. Pertarungan kepentingan 
menggunakan politik identitas yang terjadi sejak Pemilu 2014 dan semakin 
kuat pada Pilkada 2017, menimbulkan polarisasi di masyarakat. Hal ini 
terlihat di ruang digital, misalnya dengan munculnya istilah “cebong” dan 
“kadrun” yang berarti warganet yang pro-pemerintahan Joko Widodo dan 
para netizen yang menentang pemerintahan yang sedang berjalan.

Muhtadi (2021) mengatakan, polarisasi yang terjadi di media sosial 
menyebabkan warga terpecah-pecah berdasarkan sikap partisan masing-
masing kelompok. Sikap partisan ini pada akhirnya membuat setiap pemilih 
mengabaikan kebenaran obyektif dan menjadikan emosi dan keyakinan 
pribadi lebih penting daripada data dan fakta. Hal inilah yang kemudian 
dimanfaatkan oleh para pemimpin populis untuk menjalankan agenda 
yang tidak liberal (karena tidak berperspektif hukum, HAM, dan kebebasan 
individu) karena sikap partisan pendukungnya sehingga agenda tokoh 
populis tersebut dapat terlaksana dengan lancar.

Terkait kuatnya polarisasi juga terlihat dari fenomena saling lapor dengan 
menggunakan beberapa pasal dalam UU ITE. Hal ini kemudian menimbulkan 
kekhawatiran tentang keberlanjutan kebebasan berekspresi di Indonesia. 
Publik takut mengungkapkan ekspresinya, terutama terkait kritik yang 
ditujukan kepada pemerintah. Kritik tidak lagi dilihat sebagai masukan 
konstruktif bagi pemerintah, namun kritik dipandang sebagai penghinaan 
di mata pendukung fanatik Jokowi. Ini juga berlaku untuk kebalikan dari 
pendukung fanatik yang menentang pemerintah.

Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia, 
khususnya terkait kritik warga terhadap pemerintah di ruang digital, cukup 
rapuh akibat relasi kuasa. Kesenjangan ini terutama berasal dari 
keterlibatan Polri terhadap aktivisme digital yang dilakukan oleh 
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pengguna internet di Indonesia. Polisi seringkali berada di sisi lain dari 
masalah yang ditangani oleh pengguna internet di Indonesia.

Skema tersebut kemudian membahayakan pengguna internet Indonesia, 
karena terdapat beberapa masalah yang terjadi. Masalah pertama berasal 
dari ketidakseimbangan kekuatan antara pengguna internet biasa dan 
polisi yang juga melakukan pekerjaan mereka di ruang digital. Kedua, 
ketimpangan juga semakin kuat karena Polri memiliki dana yang stabil 
untuk setiap kegiatan digital yang dilakukan. Berdasarkan catatan Indonesia 
Corruption Watch (2020), paket pengadaan aktivitas digital Polri pada tahun 
2020 telah mencapai Rp937 miliar (sekitar 65 juta USD). Keadaan semakin 
parah ketika Polri digunakan sebagai alat negara untuk memuluskan agenda 
pemerintah. Catatan tentang keadaan kebebasan berekspresi Indonesia saat 
ini kemudian membuat implementasi kebijakan negara tentang kebebasan 
berekspresi tidak diterapkan secara ideal.

Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Berdasarkan temuan studi ini, terlihat jelas bahwa Indonesia memiliki 
landasan hukum yang cukup untuk melindungi HAM, termasuk kebebasan 
berekspresi di Indonesia. Namun dalam praktiknya, perlu dicatat juga 
terdapat permasalahan terutama terkait lemahnya perspektif HAM lembaga 
dan penguasa, khususnya aparat hukum dalam penegakan hukum untuk 
menjamin perlindungan dan memajukan kebebasan berekspresi di Indonesia. 
Kecenderungan penggunaan pendekatan keamanan dan ketertiban publik 
sebagai alasan utama pemidanaan, yang juga mengancam dan melanggar 
kebebasan berekspresi termasuk di platform digital; kurangnya pemahaman 
lembaga dan penguasa, termasuk aparat hukum, tentang demokrasi digital, 
tata kelola pemerintahan secara daring, dan aktivisme kebebasan berekspresi 
di ruang digital, serta penegakan hukum yang didasarkan pada kebijakan 
yang multitafsir juga menambah tantangan dalam mempromosikan dan 
melindungi kebebasan berekspresi di platform digital.

Di satu sisi, terdapat pasal yang multitafsir. Di sisi lain, aparat penegak 
hukum dalam hal ini polisi selalu memaknai hukum dari perspektif positivis 

dan meniadakan alternatif penyelesaian perkara. Kedua hal inilah yang 
kemudian membuat implementasi kebijakan bertentangan dengan 
tujuan dari kebijakan itu sendiri bahkan menjadi alat otoritas dalam 
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mengekang kebebasan berekspresi. Hal itu diakui Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo yang mengatakan pasal multitafsir dalam UU ITE sering 
digunakan polisi untuk melakukan kriminalisasi (tempo.co, 16/2/2021). 
Kriminalisasi menyasar warga atau kelompok yang dianggap bertentangan 
dengan otoritas saat ini, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tingkat Kepatuhan dan Responsivitas

Dinamika kekuasaan, kepentingan, dan strategi serta kondisi kelembagaan 
dan karakteristik penguasa, turut mempengaruhi tingkat kepatuhan dan 
daya tanggap terkait kebijakan di bidang kebebasan berekspresi. Dalam hal 
ini, kami menganalisis variabel tersebut dari sisi normatif UU ITE dan aspek 
pelaksana kebijakan dan implementasi, serta dari sisi publik, khususnya 
pengguna digital dan aspek literasi digital.

Khusus dari pendekatan politik hukum, terlihat bahwa implementasi UU 
ITE menyimpang dari tujuan pembentukannya. Beberapa pasal multitafsir 
yang terdapat dalam undang-undang tersebut seringkali digunakan untuk 
mengkriminalisasi orang yang mengkritik atau memiliki pandangan berbeda 
dengan pemerintah. Pasal bermasalah dalam UU ITE menjadi faktor yang 
dapat mengancam kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya di dunia 
maya. Selain masalah substansi hukum, penegakan UU ITE juga menjadi alasan 
banyaknya putusan terkait kebebasan berekspresi di dunia maya. Aparat 
penegak hukum, seperti Polri, cenderung mengusut kasus-kasus terkait 
tindak pidana konvensional, seperti penghinaan dan pencemaran nama 
baik yang terjadi di dunia maya. Oleh karena itu, tujuan awal dibentuknya 
UU ITE untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat di dunia maya 
tidak pernah terwujud. Padahal, yang marak adalah penghukuman dan 
pemenjaraan seseorang.

Salah satu narasumber penelitian kami, Maidina Rahmawati, Peneliti Institute 
for Criminal Justice Reform (ICJR) juga menegaskan bahwa idealnya UU ITE 
harus fokus pada pencegahan dan penindakan terhadap tindakan hukum 
baru akibat perkembangan dunia maya. Contohnya ketika terjadi peretasan, 
negara bisa hadir untuk menyelesaikan masalah dan memberikan keadilan 
kepada masyarakat. Ini termasuk menciptakan mekanisme yang dapat 
dilaksanakan secara efektif oleh aparat penegak hukum (Wawancara 
pada 29 Maret 2021).
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Selain tingkat kepatuhan dan daya tanggap pelaksana kebijakan, studi kami 
juga menemukan keterkaitan antara tingkat kepatuhan dan daya tanggap 
pengguna digital di Indonesia. Ketimpangan pembangunan infrastruktur 
teknologi menjadi salah satu penyebab rendahnya angka literasi digital 
di Indonesia. Tercatat dalam IMD Digital Competitiveness Ranking (2020) 
yang menilai 63 negara di seluruh dunia, Indonesia menempati peringkat 
sepuluh terbawah bersama negara lain dengan skor daya saing rendah. Di 
urutan ke-56, Indonesia menempati urutan terbawah (ke-63) pada faktor 
pertama yaitu Pengetahuan. Sedangkan untuk dua faktor lainnya yaitu 
Teknologi dan Kesiapan Masa Depan, Indonesia menempati urutan ke-
54 dan ke-48. Fakta-fakta yang mengkhawatirkan ini harus segera diatasi 
karena jumlah pengguna internet Indonesia setiap tahunnya tumbuh 
dengan pesat. Merujuk pada laporan Hootsuite and We Are Social (2021), 
total pertumbuhan pengguna internet Indonesia mencapai 202,6 juta pada 
bulan Januari 2021. Jumlah tersebut meningkat 27 juta pengguna internet 
dari tahun sebelumnya.

Pemerintah Indonesia melalui Kominfo telah melakukan serangkaian 
peningkatan kapasitas bagi pengguna internet Indonesia. Program Gerakan 
Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi digagas untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan warga yang menggunakan internet untuk 
keperluan apapun. Baru-baru ini GNLD Siberkreasi meluncurkan program 
baru bertajuk Indonesia Makin Cakap Digital yang dilengkapi dengan 
empat modul literasi digital yang mencakup budaya, keselamatan, etika, dan 
keterampilan bagi pengguna di sektor digital. Program baru diluncurkan 
secara serentak di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota pada 20 Mei 2021 
(indonesia.go.id, 20/5/2021). Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa 
angka literasi digital pengguna internet di Indonesia akan dipengaruhi oleh 
program yang dilakukan oleh GNLD Siberkrasi.

Namun, rendahnya literasi digital pengguna internet di Indonesia tidak 
dapat disangkal seperti yang terlihat dalam survei bertajuk Microsoft’s 
Digital Civility Index (DCI). Survei ini mengukur tingkat kesantunan 
pengguna internet sepanjang tahun 2020, khususnya antara bulan April 

hingga Mei 2020. Hasilnya menempatkan Indonesia di peringkat 29 dari 
32 negara yang disurvei. Dengan hasil tersebut, Indonesia menjadi 

negara dengan tingkat kesopanan terendah di Asia Tenggara. Ini 
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menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih lemah. 
Kelemahan literasi digital antara lain karena program-program yang 
dijalankan pemerintah masih sangat lemah. Program literasi digital belum 
berdampak pada masyarakat. Ditambah dengan masalah disinformasi yang 
merajalela di ruang digital.

Dari permasalahan yang dibahas pada bagian ini, studi ini dapat dengan 
jelas menggambarkan kondisi terkini pengguna internet di Indonesia. 
Meski berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun kurangnya 
kapabilitas di kalangan pengguna internet Indonesia tidak bisa dihindari. 
Selain kurang mampu mengakses internet, mereka juga bermasalah dengan 
tata krama yang mereka hadirkan saat melakukan aktivitas digital. Seringkali, 
faktor terakhir dirujuk oleh negara dan aparatnya untuk membenarkan 
tindakannya dalam menahan individu atau lembaga yang kritis, terutama 
mereka yang memberikan kritik keras kepada pemerintah. Namun fakta 
banyaknya pengguna internet yang tidak memiliki pemahaman terkait 
pengetahuan digital tentunya menjadi faktor determinan bagi pemerintah 
dalam memprioritaskan agenda literasi digital warganya. Di sisi lain, 
pemerintah juga harus menghentikan penggunaan pendekatan hard-power 
yang hingga saat ini mengkriminalisasi dan menghukum pengguna internet 
Indonesia yang kritis. Dengan upaya tersebut, maka penyelenggaraan 
pemerintahan dapat terwujud sepenuhnya, karena warga mendapatkan 
perlindungan sekaligus mampu untuk mengawasi pemerintahan melalui 
perangkat yang tersedia seperti media sosial di ruang digital.

Berdasarkan temuan dan analisis mengenai kebijakan yang ada dan 
implementasi kebijakan di atas, pada bagian berikut ini akan disajikan temuan 
dan analisis tentang bagaimana keterkaitan kebijakan dan implementasinya 
baik dalam konten maupun konteks yang digariskan oleh model Grindle 
tercermin dalam pelbagai kasus ancaman terhadap kebebasan berekspresi 
di Indonesia. Seperti telah disinggung di atas, tulisan ini memfokuskan 
pada kebebasan berekspresi yang berkaitan dengan kritik warga terhadap 
pemerintah di ruang digital.
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H.  UU ITE dan Berbagai Kasus Ancaman 
Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Pada tahap pelaksanaan ketentuan hukum yang tertuang dalam UU ITE, 
terdapat beberapa kesalahan yang bertentangan dengan tujuan awal 
pembentukan undang-undang tersebut. Terdapat ancaman hukuman yang 
lebih sering ditujukan pada pasal-pasal multitafsir, dan bukan dalam hal 
perlindungan kebebasan berekspresi, informasi, dan transaksi elektronik.

Hingga bulan Oktober 2020, SAFEnet mencatat 324 kasus pidana terkait UU 
ITE. Sebanyak 209 orang dijerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran 
nama baik (Kontan.co.id, 2020). Berdasarkan data tersebut, berikut diuraikan 
beberapa kasus yang termasuk dalam tantangan kebebasan berekspresi di 
ruang digital, khususnya terkait kritik terhadap pemerintah.

H.1. Kasus Ravio Patra

Ravio Patra, seorang aktivis demokrasi, ditangkap polisi pada Rabu, 22 April 
2020. Ia dituduh melakukan penghasutan untuk melakukan tindak kekerasan 
dan menyebarkan kebencian melalui aplikasi berbagi pesan, WhatsApp. 
Ravio ditangkap dengan alasan telah melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE 
dan Pasal 310-311 KUHP.

Dalam perkembangan kasus tersebut, diketahui bahwa saat itu akun 
WhatsApp Ravio telah diretas dan bukan dialah yang mengirimkan 
pesan-pesan provokatif tersebut. Namun, polisi bergerak lebih cepat dan 
menangkapnya. Padahal, dalam kasus ini, korban yang seharusnya dilindungi 
UU ITE adalah Ravio. Pasal 30 ayat (1) - (3) UU ITE memberikan ancaman 
pidana kepada setiap orang yang mengakses komputer dan / atau sistem 
komputer. Kasus peretasan WhatsApp milik Ravio yang merupakan awal 
dari pengiriman pesan-pesan provokatif tidak ditindaklanjuti oleh pihak 
kepolisian. Kasus ini hanya bersumber dari panggilan dari platform penyedia 
layanan berbagi pesan oleh kepolisian untuk dimintai klarifikasi (detik.com, 
20/6/2020). Padahal, ketika polisi benar-benar ingin mengungkap masalah 
ini, mereka seharusnya menyelidiki dan menemukan peretas WhatsApp 

Ravio.

Selain tidak adanya kepastian hukum terkait peretasan yang 
dialaminya, beberapa kejanggalan muncul dalam proses penyidikan 
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Ravio Patra. Selain proses penangkapan yang dilakukan tanpa didahului 
surat panggilan dan hanya berstatus saksi, keanehan lainnya adalah 
penggeledahan yang dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang terdapat 
dalam KUHAP.

Berdasarkan informasi dari salah satu kuasa hukum Ravio, yakni Alghiffari 
Aqsa, beberapa barang pribadi Ravio tidak ada kaitannya dengan dugaan 
tindak pidana tersebut. Beberapa barang yang digeledah dan diambil polisi 
adalah buku, ponsel teman, dan laptop kantor. Penyidik   juga mengakses 
data kontrak kerja Ravio dan catatan pengelolaan keuangan pribadi, 
yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan dugaan tindak 
pidana tersebut. Penyidik juga   sengaja mengubah kata sandi email tanpa 
persetujuan Ravio (tirto.id, 24/4/2020).

Apa yang dilakukan penyidik   polisi adalah contoh kesalahpahaman 
penegak hukum tentang data pribadi dan larangan mengaksesnya tanpa 
izin. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum akan berimplikasi pada 
tidak efektifnya penerapan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE. Padahal 
seharusnya UU ITE ada untuk melindungi data digital seseorang agar tidak 
diakses tanpa izin atau dilakukan secara illegal. Namun, dalam kasus Ravio 
Patra terlihat undang-undang tersebut justru digunakan untuk secara paksa 
menangkap dan mengungkap data pribadi seseorang.

H.2. Kasus Faisol Abod Batis

Faisol Abod Batis, pemilik, sekaligus pengelola akun Instagram 
@reaksirakyat1, ditangkap polisi di rumahnya di Kabupaten Malang, Jawa 
Timur pada 10 Juli 2019. Penangkapan itu terjadi sehari setelah Faisol 
mengunggah konten yang dinilai polisi sebagai “menghasut masyarakat 
untuk membenci instansi pemerintah dan Korps Bhayangkara” (tirto.id, 
17/7/2019). Oleh polisi, Faisol ditangkap dan dicurigai oleh Pasal 28 ayat 
(2) UU ITE.

Salah satu konten di akun Instagram tersebut adalah data tentang konflik 
agraria yang terjadi dari tahun 2015-2018. Terkait data penelitian yang 
digunakan Faisol, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria 
(KPA), Dewi Kartika memastikan bahwa data tersebut merupakan 
hasil penelitian pihaknya. Data tersebut dirilis KPA dalam catatan 
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akhir tahun KPA 2018 (tirto.id, 18/7/2019). Oleh karena itu, pernyataan 
Faisol hanya berupa penyajian data yang dilanjutkan dengan kritik terhadap 
kebijakan pemerintah.

Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menyebut Faisol sebagai tersangka telah 
beberapa kali mengunggah konten ujaran kebencian di akun Instagram 
@Reaksirakyat1. Pelaku, menurut Dedi, sengaja mengunggah konten yang 
memancing kebencian masyarakat terhadap pemerintah dan Polri. Sehingga 
penangkapan Faisol langsung dilakukan oleh polisi.

Kemudian, pada hari Senin, 2 Desember 2019, Pengadilan Negeri Malang 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyebarluaskan informasi yang 
bertujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan individu berdasarkan 
SARA. Artinya, pengadilan berdasarkan pertimbangan hukum menyatakan 
bahwa Faisol Abod Batis telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU 
ITE. Atas kritik terhadap pemerintah, ia harus mendapat hukuman penjara 
sepuluh bulan dan denda sepuluh juta rupiah.

Kasus yang dialami Faisol Abod Batis merupakan contoh tidak diterapkannya 
praduga tak bersalah yang seharusnya menjadi cara polisi dalam 
menghadapi sebuah kasus pidana. Seseorang baru bisa dianggap bersalah 
jika sudah ada putusan pengadilan. Namun, dalam kasus ini, polisi tidak 
akan bisa bertindak obyektif karena yang melaporkan Faisol menggunakan 
UU ITE adalah instansi yang melaporkan. Kebebasan berekspresi di ruang 
digital mengkhawatirkan karena aparat penegak hukum yang seharusnya 
objektif dan melindungi hak-hak masyarakat adalah para pelapor yang 
mengkriminalisasi publik (SAFEnet, 2020).

H.3. Kasus Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)

Sejumlah aktivis dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) 
ditangkap pada hari Selasa, 13 Oktober 2020, atas tuduhan penghasutan. 
Mereka antara lain Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Khairi Amri, 
dan Anton Permana. Mereka diduga menyebarkan berita bohong terkait 

omnibus law Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) 
yang memicu kerusuhan saat aksi unjuk rasa di Jakarta. Oleh karena 

itu, keempat tersangka dikenai Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat 2 
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE dan 
Pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Kasus ini 
masih dalam proses pengadilan (idntimes.com, 2020).

Penangkapan aktivis KAMI membuktikan adanya ancaman terhadap 
kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia. Tindakan yang 
membatasi hak konstitusional masyarakat untuk mengkritisi kebijakan 
pemerintah adalah sebuah kesalahan. Kemudian, pemerintah dan polisi 
yang seharusnya melindungi hak-hak masyarakat ternyata menjadi penebar 
ketakutan di antara mereka yang mengkritisi berlakunya UU Cipta Kerja.

Mabes Polri menjelaskan peran kesembilan tersangka terkait penolakan 
omnibus law UU Cipta Kerja; mereka didakwa dengan UU ITE. Sembilan 
tersangka adalah anggota KAMI. Salah satu tersangka adalah Khairi Amri, 
ketua KAMI di Medan. Ia diduga melanggar UU ITE (cnnindonesia.com, 
2020).

Pasal 28 ayat (2) UU ITE digunakan untuk menghukum orang yang mengkritik 
pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena pasal tersebut bersifat karet, 
sehingga dapat dengan mudah menjerat masyarakat untuk menyatakan 
ketidaksetujuannya terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam perkembangannya, Ketua KAMI Medan, Khairi Amri, menjalani 
persidangan virtual di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Khairi 
didakwa melakukan ujaran kebencian terkait SARA terkait dengan protes 
massa menentang UU Cipta Kerja. Dalam dakwaannya, jaksa menjelaskan 
bahwa Khairi Amri menyebarkan informasi yang bertujuan untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. Ujaran 
kebencian tersebut, kata jaksa, disebarluaskan pada hari Kamis, 8 Oktober 
2020 (detik.com, 2021).

H.4. Kasus Mohammad Hisbun Payu

Aparat Polda Jawa Tengah menangkap aktivis mahasiswa Mohammad 
Hisbun Payu alias Iss, pada hari Jumat, 13 Maret 2020. Kuasa Hukum Iss dari 
LBH Semarang, Naufal Sebastian mengatakan, Iss ditangkap karena diduga 
melanggar Pasal 45A Ayat (2) jo. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Menurutnya, 
Iss dituding melakukan ujaran kebencian kepada Presiden Joko 
Widodo karena mengkritik melalui media sosial kebijakan Presiden 
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Jokowi yang lebih mementingkan investasi daripada kondisi rakyatnya (tirto.
id, 17/3/2020).

Apa yang dilakukan Iss sebenarnya merupakan bentuk kritik terhadap 
pernyataan Presiden yang menggambarkan arah kebijakan pemerintah. 
Melalui kritik yang disampaikan melalui media sosialnya merupakan salah 
satu bentuk kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh Iss di media 
digital. Namun, yang dia terima untuk ekspresi yang dia keluarkan adalah 
penangkapan oleh polisi.

Menurut Naufal, ada sejumlah kejanggalan dalam penangkapan tersebut. 
Saat ditangkap di Solo, Iss dibawa ke Polda Jawa Tengah dan diperiksa 
sekitar pukul 17.00-23.00 WIB dan langsung ditahan. Artinya, Iss ditangkap 
sebelum ditetapkan sebagai tersangka, padahal penangkapan yang 
dilakukan terhadap Iss bukan operasi tangkap tangan (tirto.id, 17/3/2020).

Penangkapan tersebut sebenarnya bertentangan dengan Pasal 17 KUHAP 
karena sebelumnya Iss tidak pernah dipanggil sebagai saksi oleh polisi 
dan tidak pernah berusaha melarikan diri. Selain itu, tulisan Iss di media 
sosial merupakan salah satu bentuk kritik yang masuk dalam kebebasan 
berekspresi yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dalam Pasal 28E ayat 
3 UUD 1945 dan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang HAM.

Kemudian, setelah ditahan oleh Polda Jawa Tengah, Iss dikeluarkan 
berdasarkan penangguhan penahanan yang diajukan oleh tim kuasa hukum 
dan keluarga. Penangguhan penahanan Iss diberikan karena tersangka 
telah meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Selain meminta maaf 
dan mengaku menyesal, Iss didampingi kuasa hukumnya juga berjanji akan 
selalu kooperatif dalam mengusut kasus ujaran kebencian ini (cnnindonesia.
com, 21/3/2020).

H.5. Peretasan Akun Media Sosial Aktivis Anti-Korupsi

Sejumlah peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengalami teror 
dan peretasan akun media sosial oleh orang tak dikenal. Hal itu terjadi 

dalam webinar bertajuk “Menyelidiki Pelemahan Komisi Pemberantasan 
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Korupsi Melalui Pemberhentian 75 Pegawai” (Koran Tempo, 18/5/2021). Ada 
beberapa bentuk serangan dunia maya yang terjadi sepanjang diskusi.

Pertama, tampilan layar utama Zoom Meeting berubah menjadi video klip 
porno saat mantan Wakil Ketua KPK, M Jasin selaku pembicara, sedang 
memberikan paparannya. Kedua, mematikan mikrofon dan video. Ketiga, 
pembicara dan peneliti ICW menerima panggilan berulang kali dari berbagai 
nomor kontak tak dikenal selama diskusi (robocall). Keempat, mengambil 
alih akun WhatsApp delapan peneliti ICW (Koran Tempo, 18/5/2021).

Tak berhenti sampai di sana, usai pembahasan hacking berlanjut dan 
menyasar beberapa aktivis antikorupsi lainnya. Beberapa di antaranya 
adalah penyidik   KPK, yakni Novel Baswedan dan Sujanarko. Selain itu, 
mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah juga mengalami peretasan akun 
media sosialnya. Rentetan kasus yang menimpa aktivis antikorupsi terjadi 
sebagai akibat protes terhadap hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang 
merugikan 75 pegawai KPK. Ujian dilakukan oleh KPK dan beberapa instansi 
terkait lainnya seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rangkaian peristiwa tersebut merupakan bentuk pelanggaran kebebasan 
berekspresi dan gagalnya UU ITE memberikan perlindungan kepada 
masyarakat di dunia maya. Padahal, Pasal 30 UU ITE mengatur tentang 
larangan peretasan dan ancaman kurungan minimal enam tahun. Namun, 
polisi lambat bertindak dalam kasus peretasan seperti ini. Hal ini berbeda 
jika dibandingkan dengan kasus UU ITE lainnya, seperti penghinaan dan 
pencemaran nama baik.

Refleksi Kasus

Era Purnama Sari, Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan 
Hukum Indonesia (YLBHI) menjelaskan berlanjutnya kasus dan pemidanaan 
terkait penerapan UU ITE tidak terlepas dari karakter aparat penegak hukum 
di Indonesia, yakni sikap eksekutorial dalam melihat dan mengatasi suatu 
masalah. Faktanya, pemidanaan terhadap terdakwa UU ITE belum bisa 
menghentikan kasus terkait UU ITE. Misalnya dalam kasus Baiq Nuril, 
rupanya hukuman tidak mampu menghentikan kasus serupa. Banyak 
sekali orang yang sampai saat ini divonis dengan menggunakan 
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Pasal 27 ayat (1) UU ITE, karena pesan pribadi antar individu sangat mudah 
digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang (Wawancara pada 27 Maret 
2021).

Pendekatan yang digunakan oleh aparat negara dengan jelas menunjukkan 
bagaimana kemunculan teknologi digital sebagai alat untuk menyampaikan 
kritik dari warga masih belum dapat dikelola secara adil. Pemerintah sebagai 
entitas yang memiliki kewenangan atas penerapan tata kelola pemerintahan 
yang baik belum berhasil mengadopsi aktivitas digital sebagai elemen 
pendukung layanan kesehariannya. Pemerintah belum melihat penggunaan 
perangkat digital seperti media sosial sebagai media untuk mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang sehat, di mana setiap kebijakan yang dirumuskan 
dikritisi dan diawasi oleh publik. 

Dengan demikian, kondisi saat ini di Indonesia tidak hanya menggambarkan 
bahwa kebebasan berekspresi berisiko, tetapi juga menunjukkan bahwa 
implementasi tata kelola pemerintahan yang bergeser ke arah pemanfaatan 
digital belum sepenuhnya diberlakukan. Bagi pemerintah dan aparat negara, 
ruang digital masih dipersepsikan sebagai wilayah yang perlu diamankan, 
diarahkan, dan dikendalikan. 

Oleh karena itu, ruang digital dan konsep pemerintahan dan demokrasi yang 
terdapat di dalamnya tidak dapat dijalankan dengan baik. Aktivisme digital 
sebagai terobosan besar dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan 
dan demokrasi di Indonesia harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan 
yang datang dari negara bersama dengan pemidanaan atas nama ketertiban 
umum masyarakat. Aparat, seperti polisi, kemudian membayangi warga 
dengan hukuman dan kriminalisasi atas kegiatan kritis mereka terhadap 
pemerintah Indonesia.

Suatu kebijakan dibuat berdasarkan pertimbangan latar belakang yang 
mendorongnya. Namun melihat kasus-kasus yang telah terjadi, berdasarkan 
model Grindle, penerapan UU ITE bertentangan dengan manfaat dan 
perubahan yang diinginkan dalam undang-undang tersebut. Regulasi ini juga 
lebih memihak pada mereka yang berkuasa atau yang memiliki keuntungan 

dalam konteks relasi kuasa. Tantangan juga datang dari interaksi 
berbagai kekuasaan, kepentingan, strategi implementasi, sumber 
daya, pelaksana, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam 



45

Mempromosikan dan Melindungi Kebebasan Berekspresi  
Warga Negara terhadap Pemerintah dalam Ruang Digital di Indonesia

implementasi UU ITE, yang konten dan konteksnya telah mempengaruhi 
dinamika kebebasan berekspresi di Indonesia dalam berbagai kasus 
sebagaimana disoroti dalam temuan penelitian ini.

Sebagaimana disebutkan di atas, undang-undang pada awalnya ditujukan 
pada aspek pembangunan ekonomi, pelayanan publik, dan pengembangan 
sumber daya manusia. Di sisi lain, UU ITE juga menyatakan bahwa dalam 
tahap implementasi, undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan 
rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan pengelola 
Teknologi Informasi. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan 
keamanan bagi pengguna teknologi informasi, khususnya dalam melakukan 
transaksi elektronik dari praktik pidana. Namun dalam praktiknya, dengan 
permasalahan pasal-pasal multitafsir dalam undang-undang tersebut, 
banyak perkara yang dijerat menggunakan UU ITE.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa tantangan kebebasan berekspresi 
di ruang digital tidak hanya sebatas kasus antara masyarakat dan pemerintah 
mengenai kritik publik terhadap kebijakan publik. Tantangan juga muncul 
dalam kasus-kasus di antara masyarakat baik dalam konteks tempat kerja 
maupun kasus pencemaran nama baik. Meski demikian, kasus-kasus 
tersebut semakin menegaskan bahwa UU ITE sudah sering digunakan dan 
dibenarkan untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi khususnya di 
ruang digital, dalam kasus yang berbeda, dan melibatkan berbagai pihak. 
Singkatnya, UU ITE juga dinilai menjadi salah satu tantangan dalam konteks 
kebijakan yang secara berat dan serius mengancam kebebasan berekspresi 
di ruang digital dan partisipasi publik dalam proses kebijakan dalam konteks 
demokrasi dan tata kelola pemerintahan secara daring di Indonesia.

Tantangan tersebut juga memperburuk kebebasan berekspresi di ruang 
digital di Indonesia karena aspek politik hukum dan minimnya perspektif 
HAM aparat dalam melakukan penegakan hukum telah mengakibatkan 
kecenderungan untuk mempidana kebebasan berekspresi di ruang digital, 
termasuk kritik publik terhadap pemerintah. Situasi ini dimungkinkan karena 
adanya kebijakan dan regulasi yang tidak liberal (karena tidak berperspektif 
hukum, HAM, dan kebebasan individu), yang menampilkan superioritas 
aktor berpengaruh untuk menekan mereka yang memiliki perbedaan 
pendapat dan kritik vokal terhadap yang berkuasa, termasuk 
pemerintah.
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Berdasarkan uraian tentang ancaman terhadap kebebasan berekspresi 
di Indonesia di atas, maka bagian berikut akan merefleksikan temuan 
dan analisis dari penjabaran pemetaan kebijakan dan implementasi 
kebijakan terkait kebebasan berekspresi di Indonesia. Penekanannya pada 
perlindungan partisipasi publik dalam proses kebijakan, termasuk ketika 
masyarakat mengkritik pemerintah melalui media seperti media sosial di 
ruang digital.

I. Menghadapi Tantangan Kebebasan Berekspresi 
di Ruang Digital dan Melindungi Partisipasi 
Publik dalam Proses Kebijakan

Bagian ini akan membangun argumen dan rekomendasi untuk menghadapi 
tantangan kebebasan berekspresi di ruang digital dan perlindungan 
partisipasi publik dalam proses kebijakan, termasuk ketika masyarakat 
mengkritik pemerintah di ruang digital sebagai bagian dari aktivisme dan 
partisipasi dalam demokrasi dan tata kelola pemerintahan secara daring. 
Dengan demikian, akan terbangun argumen dan rekomendasi yang berkisar 
pada upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi 
demokrasi dan tata kelola pemerintahan secara daring yang baik.

Merujuk pada temuan studi tersebut, tulisan ini menegaskan kembali bahwa 
pada prinsipnya revisi UU ITE diperlukan agar undang-undang tersebut 
dapat melindungi hak-hak dasar seluruh warga negara dan penghormatan 
terhadap HAM. Revisi tersebut terutama ditujukan pada pasal-pasal yang 
multitafsir dan berpotensi melanggar HAM, sehingga aturan tersebut dapat 
digunakan oleh aparat penegak hukum dan tidak multitafsir. Selain revisi 
terhadap beberapa pasal, langkah penting lain yang harus dilakukan adalah 
merumuskan pedoman, terutama mengenai penyusunan Standar, Norma, 
dan Peraturan sehingga aparat dapat menjalankannya dengan merujuk 
pada penghormatan terhadap HAM.

Berbagai permasalahan yang muncul akibat substansi hukum multitafsir 
yang terdapat dalam UU ITE, diperlukan beberapa langkah taktis untuk 

mengevaluasi undang-undang ini. Tidak hanya mengkaji isi UU ITE, tapi 
juga aturan yang akan diterapkan, sehingga aparat penegak hukum 
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tidak bisa lagi salah mengartikan. Misalnya, dengan meminta pedoman 
interpretasi untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan tim studi.

Melalui Keputusan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dam HAM 
(Menkopolhukam) Nomor 22 Tahun 2021, dibentuk dua sub tim dengan tugas 
pokok dan fungsi yang berbeda. Pertama, Tim Perumus Kriteria Penerapan 
UU ITE. Mereka ditugaskan untuk merumuskan kriteria pelaksanaan pasal 
multitafsir dalam UU ITE. Dalam menjalankan tugasnya, tim ini meminta 
masukan dari pihak-pihak yang pernah menjadi pelapor dan para pihak 
terkait dengan UU ITE.

Kedua, Tim Peninjau Substansi UU ITE. Tugasnya mengkaji beberapa 
pasal yang dianggap multitafsir dalam UU ITE untuk menentukan perlu 
atau tidaknya revisi UU tersebut. Rekomendasi dari tim ini akan sangat 
membantu pemerintah untuk dapat melihat secara obyektif dan holistik 
terkait permasalahan yang terdapat dalam UU ITE.

Pilihan pemerintah untuk membentuk dua sub tim pengkajian UU ITE 
membuka beberapa pilihan yang dapat diambil terkait substansi hingga 
implementasi undang-undang ini, dan perubahan UU ITE bukanlah pilihan 
utama. Pembentukan dua sub tim kajian khusus ini juga dimaksudkan untuk 
membedah dan meluruskan pasal-pasal yang selama ini digunakan untuk 
menghukum seseorang. Perintah untuk melibatkan akademisi, praktisi, ahli, 
aktivis, dan korban UU ITE dapat menjadi pintu masuk untuk memberikan 
gambaran situasi obyektif akibat pasal karet dalam undang-undang ini. 
Namun, permasalahan muncul ketika upaya penyusunan pedoman tafsir 
tidak diawali dengan perubahan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE.

Selain itu, perlu juga dilakukan revisi terkait sanksi yang seharusnya tidak 
berada pada taraf pemidanaan. Berdasarkan wawancara dengan Erwin 
Muslim Singajuru, Staf Khusus Politik dan Hukum Kementerian Koordinator 
Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Kemenkopolhukam), 
terdapat beberapa wacana perubahan seperti: pengaduan antar warga 
dapat didamaikan; kasus yang melibatkan warga negara dengan negara 
bisa berupa sanksi perdata atau sosial, sehingga tidak ada sanksi pidana. 
Harapannya, revisi ini dapat melahirkan undang-undang yang 
memberikan rasa keadilan di masyarakat (Wawancara pada 6 April 
2021).
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Lebih lanjut, terkait dengan upaya mempromosikan dan melindungi warga 
negara di ruang digital, termasuk terhadap pemerintah, dalam tulisan ini 
kami juga ingin menyoroti pentingnya mengawal perumusan Peraturan 
Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Sejak bulan Desember 2016, satu-
satunya aturan di Indonesia yang mengatur perlindungan data pribadi 
adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 
20/2016). Karenanya, urgensi untuk mengesahkan RUU PDP menjadi UU 
baru ditunggu oleh pengguna internet Indonesia karena RUU PDP akan 
memberikan perlindungan terhadap setiap data pribadi pengguna internet 
Indonesia. Perlindungan tersebut dapat menjamin setiap aktivitas digital 
yang dilakukan oleh pengguna internet Indonesia. Kegiatan digital tersebut 
antara lain memberikan kritik melalui media sosial di ruang digital kepada 
pemerintah Indonesia. Kasus-kasus yang disoroti di bagian sebelumnya 
juga telah memberikan peringatan yang serius tentang perlunya melindungi 
informasi pribadi akibat maraknya perilaku aparat dalam menanggapi kritik 
publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan analisis temuan studi ini, bagian berikut akan memberikan 
rekomendasi untuk mendorong dan melindungi kebebasan berekspresi 
di Indonesia, khususnya terkait kritik terhadap pemerintah. Rekomendasi 
tersebut akan mengacu pada konten dan konteks kebijakan di Indonesia 
terkait dengan kebebasan berekspresi di ruang digital dan partisipasi publik 
dalam konteks demokrasi dan pemerintahan digital serta politik hukum di 
Indonesia sehingga diharapkan dapat relevan, kontekstual, dan aplikatif. 

Dengan demikian, diharapkan agar rekomendasi ini dapat diterapkan untuk 
ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait 
karena perlu dicatat bahwa mempromosikan dan melindungi kebebasan 
berekspresi itu sendiri, secara umum, memang membutuhkan komitmen dan 
kolaborasi dengan semua pihak. Singkatnya, analisis dan rekomendasi yang 
kami ajukan dalam studi ini dibuat berdasarkan pada kerangka konseptual 
yang kami terapkan dalam makalah ini. 
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J.  Rekomendasi Kebijakan untuk Kebebasan 
Berekspresi di Ruang Digital di Indonesia

Berdasarkan analisis di atas, makalah ini menyarankan beberapa rekomendasi. 
Kami membagi rekomendasi menjadi tiga aspek yang saling berhubungan. 
Pertama, aspek hukum. Kedua, peningkatan penegakan hukum dan aparatur 
hukum, dan ketiga, literasi digital. 

J.1. Aspek Hukum

● Pembatasan kebebasan berekspresi dengan melarang ekspresi 
tertentu dalam bentuk tindak pidana harus dirumuskan secara hati-
hati. Presiden dan DPR sebagai pembuat undang-undang dan polisi 
sebagai penegak hukum harus mampu membedakan antara ekspresi 
yang termasuk dalam gugatan perdata atau sanksi administratif 
dengan ekspresi yang merupakan tindak pidana. Proses pembentukan 
undang-undang juga perlu mengidentifikasi secara jelas ekspresi yang 
merupakan tindakan intoleransi, kesopanan, atau tidak menghormati 
hak orang lain.

● Pemerintah dan DPR perlu membahas kemungkinan penghapusan pasal 
multitafsir dalam UU ITE melalui revisi. Upaya ini harus diperhitungkan 
dengan melibatkan berbagai kalangan dan pemangku kepentingan 
seperti akademisi, kelompok masyarakat sipil, LSM, Komnas HAM, serta 
kementerian terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika 
serta Kementerian Hukum dan HAM. Hal itu diperlukan karena revisi 
UU ITE sebelumnya tidak mampu mematahkan pasal multitafsir yang 
menjerat lebih banyak korban.

● Arah politik UU ITE harus dikembalikan ke tujuan awalnya. Undang-
undang ini harus dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat 
dalam mengakses dan bertransaksi di internet, alih-alih menjadi alat 
untuk menekan kebebasan berekspresi publik.

● DPR bersama Presiden perlu merevisi UU ITE dengan mengembalikan 
beberapa sanksi pidana yang terdapat dalam UU ITE yang harus 
dikembalikan ke KUHP, seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Termasuk 
ketentuan hukum acara khusus sebagaimana dalam Pasal 43 
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UU ITE, cukup diatur dalam KUHAP dengan memberi ruang kepada 
polisi untuk melakukan penyidikan di dunia maya. Hal ini agar polisi 
dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam KUHAP.

J.2. Meningkatkan Upaya Penegakan Hukum dan 
Perspektif Hak Asasi Manusia yang Lebih Baik bagi 
Aparat Hukum

● Penyelesaian pelanggaran pengaduan antar warga harus didasarkan 
pada pengarusutamaan perspektif HAM. Kepolisian harus melakukan 
program intensif seperti melalui Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian 
(PTIK) bagi aparatnya untuk meningkatkan perspektif HAM baik secara 
teori maupun praktik. Hal itu juga harus diprioritaskan melalui cara-cara 
damai dan dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya 
kebebasan sipil dan partisipasi publik, termasuk kebebasan berekspresi 
di ruang digital, dan tidak selalu bertumpu pada hukum pidana dan 
hukuman.

● Pemberian pendidikan dan perspektif HAM terkait penerapan UU ITE 
kepada polisi dapat dilakukan setelah DPR bersama Presiden merevisi 
pasal multitafsir dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, 
pendidikan tentang perspektif HAM yang diberikan kepada aparat 
kepolisian didasarkan pada produk hukum yang tidak multitafsir dan 
mengurangi sanksi pidana.

● Dalam menyelesaikan perkara terkait UU ITE, polisi harus membuka 
ruang untuk mencari penyelesaian antara pelaku dan korban tanpa 
membawa perkara tersebut ke pengadilan (restorative justice). Polisi 
juga harus objektif dengan tidak menerapkan diskriminasi dalam 
menyelesaikan permasalahan terkait UU ITE melalui restorative justice.

● DPR bersama Presiden dapat menegaskan ketentuan mengenai 
restorative justice dengan memasukkan ketentuan tersebut dalam revisi 
UU ITE. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir pemidanaan terkait 
UU ITE yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus menjatuhkan 
pidana penjara kepada terdakwa.
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● Harus ada penerapan tugas dan fungsi yang jelas antar lembaga 
negara, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika yang 
terkait dengan konten di dunia maya dan Polri sebagai penegak 
hukum. Berbagai fenomena kebebasan berekspresi di Indonesia jelas 
menunjukkan adanya tumpang tindih fungsi, seperti Kepolisian yang 
kerap berperan sebagai lembaga yang menentukan bahwa konten di 
dunia maya bertentangan dengan ketentuan UU ITE, tanpa didahului 
dengan proses dalam sistem peradilan pidana terpadU (integrated 
criminal justice system). Kewenangan polisi hanya sebatas menerima 
laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan hakim di 
pengadilan berperan untuk memutus suatu perbuatan yang melanggar 
ketentuan pidana dalam UU ITE.

J.3. Meningkatkan Literasi Digital

● Perlu terobosan dalam program literasi digital dengan melibatkan 
seluruh elemen masyarakat. Kominfo harus memperkuat agenda 
kolaboratifnya untuk meningkatkan hasil dari program SiBerkreasi yang 
sedang berlangsung. Upaya peningkatan dampak dapat dilakukan 
dengan melibatkan pihak kepolisian sebagai pihak lain yang juga 
terlibat dalam urusan digital. Kemudian tingkat literasi digital tidak 
hanya meningkat di kalangan pengguna internet pada umumnya, 
termasuk mereka yang kerap mengkritik pemerintah, tetapi juga di 
lingkungan instansi pemerintah dan aparat hukum, termasuk aparat 
kepolisian.

● Sementara itu, program literasi digital yang dilakukan oleh Kominfo 
hendaknya tidak hanya mendorong warga untuk terlibat dengan 
perangkat digital seperti media sosial. Program literasi digital juga harus 
memperkuat pemahaman pengguna internet terhadap perlindungan 
digital dan hak digital. Oleh karena itu, pengguna internet tidak hanya 
menguasai pengoperasian perangkat digital, tetapi juga mengetahui 
hak yang melekat pada diri mereka saat mengakses internet. Dalam hal 
ini, Kominfo juga harus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan organisasi masyarakat sipil 
terkait isu literasi digital dan kebudayaan.
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● Program literasi digital juga harus dilakukan oleh sektor swasta 
(platform media sosial) sebagai bagian dari Corporate Social 
Responsibility (CSR) mereka, terutama dalam meningkatkan kesadaran 
penggunanya dalam menggunakan media sosial dengan bijak. Selain 
itu, Kominfo juga harus bekerja sama dengan platform media sosial 
dalam menjalankan program literasi digital agar dapat menjangkau 
pengguna digital secara lebih luas.
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Profil Institusi

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center 
for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh 
sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga 
yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal 
dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan 
perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-
masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan 
kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan 
dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang 
baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku 
kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang 
demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, 
independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada 
para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka 
memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah 
kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki 
posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta 
mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh 
TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang 
dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, 
survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working 
group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), 
penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The 
Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy 
Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan 
(The Indonesian Forum).
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PROGRAM RISET

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu 
fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat 
pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan 
ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, 
semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk 
melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian 
tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan 
hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter 
dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan 
menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu 
moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk 
menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, 
kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan 
infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan 
berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, 
pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, 
fokus TII juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan 
menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta 
dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk 
membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam 
setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan 
adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan 
Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus 
dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan 
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan.
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Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat 
dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang  
berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang 
kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, 
naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap 
kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, 
sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin 
saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di 
kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin. 

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, antara lain, penelitian 
yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, legal opinion 
terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, 
dan legislative drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau atau 
peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga menawarkan 
secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang 
Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta 
Korupsi Politik. 

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang 
Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah 
Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki 
era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah 
Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan 
responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk 
itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan 
Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, 
tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi 
juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah 
lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik TII 
menawarkan kajian kebijakan (policy assessment). Adapun aspek-aspek 
kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, 
dan politik. Penelitian yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan 
pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. 
TII juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai 
dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip 
Open Government pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam 

upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi 
kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam 
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memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan 
yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII 
tawarkan adalah: (1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, 
(3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research,  
(5) Survei Indikator.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang 
berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial 
merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, 
Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga 
Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-
bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap 
berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang 
tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifkan, dalam konteks 
pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi yang 
kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang 
strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan 
berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, 
kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-
bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1) Analisis 
Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning 
Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation 
Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI BIDANG POLITIK
SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah 
survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya 
pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu 
maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan 
diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu 
pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, 
dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang 
akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat 
penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada 
berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.
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Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu 
maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan 
politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk:  
(1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan 
pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan 
sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk 
kampanye.

EVALUASI KEGIATAN
EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah evaluasi 
kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan 
evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode 
akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah 
yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program. 

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis 
tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan 
rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi 
tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran 
dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan 
untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau 
program.

DISKUSI PUBLIK
THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, 
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai 
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para 
pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, 
akademisi, dan media.
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Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah 
menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, 
politik, pemilukada, dan sebagainya.  Pertimbangan utama pemilihan tema 
adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan 
publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan 
dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala 
TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku 
kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, 
khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap 
akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering 
tanpa solusi.

FASILITASI & ADVOKASI
PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri 
sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan 
kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting 
dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong 
dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, 
dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/
kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-
isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, 
politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan 
anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul  baik sebagai 
implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang 
muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian 
Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan 
pelatihan penguatan kapasitas DPRD.
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KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik 
dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam 
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk 
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).
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Adinda Tenriangke Muchtar
Adinda Tenriangke Muchtar adalah Direktur Eksekutif The Indonesian 
Institute, Center for Public Policy Research (TII). Adinda juga adalah Analis 
Politik dan Kebijakan Publik (Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang 
Baik) di TII. Fokus kajiannya adalah tata pemerintahan (good governance), 
khususnya yang berkaitan pembangunan, pemberdayaan perempuan, dan 
bantuan pembangunan internasional. Adinda menyelesaikan studi PhD Studi 
Pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru pada tahun 
2017 dengan beasiswa dari New Zealand Aid.

Sebelumnya, ia mendapatkan Master of International Studies dari The University 
of Sydney (2003) dengan beasiswa dari Australian Development Scholarships 
(ADS) AusAID  dan gelar Sarjana Sosial dari Departemen Hubungan Internasional 
FISIP UI tahun 2001.Adinda adalah The First Indonesian Sumitro Fellow tahun 
2007 dengan topik kajian tentang Peran NGO Amerika dalam mendorong 
demokratisasi dan reformasi tata pemerintahan di Indonesia.

Arfianto Purbolaksono
Arfianto Purbolaksono (Anto), adalah Manajer Riset dan Program The 
Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Anto mendapatkan 
gelar Magister Ilmu Politik di Univesitas Indonesia pada bulan Februari tahun 
2020. Sebelumnya, ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik dari  Universitas 
Jenderal Soedirman. Anto memiliki minat pada isu-isu tentang demokrasi, 
pertahanan, HAM, dan digital politics.

Hemi Lavour Febrinandez
Hemi Lavour Febrinandez (Hemi), adalah Peneliti Bidang Hukum di The 

Indonesian Institute (TII), Center for Public Policy Research. Memperoleh 
gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas pada 

Tahun 2018. Hemi aktif menulis dan melakukan penelitian hukum, 
salah satunya bertema “Menjerakan Pelaku ‘Uang Mahar’ Pemilu”.
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Hemi juga pernah menjadi salah satu peserta call paper di Konferensi 
Hukum Tata Negara ke-6 pada Tahun 2019 dengan makah yang berjudul 
“Desain Konstitusional Relasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah 
dalam Hal Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015”. Fokus kajian yang saat ini ia tekuni 
terkait dengan demokrasi dan pemilu, penataan regulasi dan peraturan 
perundang-undangan, perlindungan HAM, dan korupsi politik.

Rifqi Rachman 
Rifqi Rachman (Rifqi) adalah alumni Departemen Politik dan Pemerintahan, 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lulus dari jurusannya pada 2017. 
Sebelum menjadi peneliti bidang politik di The Indonesian Institute, Rifqi 
juga sempat bekerja sebagai peneliti di salah satu perusahaan media digital.

Rifqi pernah melakukan penelitian bertemakan politik perbatasan yang 
berjudul “Beyond Territorialty: Meaning Complexity of Cross-Border 
Activities in Desa Napan, Nusa Tenggara Timur”. Fokus kajian Rifqi adalah 
soal pemilu, politik digital, partai politik, serta politik perbatasan. 
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Kebebasan berekspresi menjadi salah satu permasalahan dalam refleksi 23 tahun 
Reformasi di Indonesia. Beberapa kasus yang mengkriminalisasi dan menyasar 
aktivis demokrasi beserta dengan data pribadi, gawai, dan media sosial yang mereka 
miliki semakin meningkat. Kriminalisasi individu yang kritis terhadap pemerintah 
termasuk yang terjadi di ruang digital sudah menjadi berita biasa. Dalam hal ini, 
landasan hukum yang ada, antara lain UUD 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memperlihatkan komitmen pemerintah 
untuk melindungi hak asasi manusia. 

Namun, dalam praktiknya peraturan tersebut juga rawan digunakan sebagai alat untuk 
menakut-nakuti, kalau bukan untuk mengkriminalisasi, mereka yang kritis terhadap 
pemerintah, khususnya melalui perangkat elektronik. Menajamnya perpecahan politik 
di masyarakat akibat Pemilu pada 2014, 2017, dan 2019 juga menambah hambatan 
dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi, termasuk di ruang digital antara 
mereka yang pro dan kontra terhadap pemerintahan saat ini. Lebih lanjut, kondisi 
kebebasan berekspresi yang memprihatinkan terlihat dari beberapa hasil temuan. 

Survei Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Puslitbang Kompas menunjukkan bahwa 
36% responden merasa tidak bebas menggunakan haknya untuk mengekspresikan 
diri di ruang digital. Catatan ini juga menjelaskan status Indonesia sebagai Partly Free 
berdasarkan Global Freedom Status pada Laporan Freedom House dari 2019 hingga 
2021. 23 tahun Reformasi dan cerminan demokrasi serta pemerintahan di Indonesia 
harus menjadi momentum untuk mempromosikan dan melindungi kebebasan 
berekspresi di Indonesia, termasuk soal kritik terhadap pemerintah di ruang digital.

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), membuat makalah 
kebijakan ini untuk memahami konten dan konteks kebijakan (khususnya UU ITE) terkait 
dengan kebebasan berekspresi, terutama kritik warga negara terhadap pemerintah di 
ruang digital. Makalah ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang 
dapat ditindaklanjuti dan relevan dengan perspektif hak asasi manusia dan kebebasan 
serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mempromosikan 
kebebasan berekspresi dan perlindungan digital di Indonesia, khususnya untuk 
partisipasi warga dalam proses kebijakan, termasuk dalam menyuarakan kritik dan 
masukan kepada pemerintah di ruang digital.


